
At'IIALISIS PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI 
BUKU PELAJARAN UMUM UNTUKMENDAPATKAN 

PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 
OLEH PUSAT PERBUKUAN DEPDlKNAS JAKARTA 

TESIS 

Diajukan sebagai salab satu syarat 
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi 

MULY ANJNGSIH 
06061448l3 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS EKONOMI 

PROGRA,\1 STUD! MAGISTER AKUNTANSI 
JAKARTA 

SEPTEMBER l008 

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



ANALISIS PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI 
BUKU PELAJARAN UMUM UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN 

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAIIAN NILAI (PPN) 
OLEH PUSAT PERBUKUAN DEPDIKNAS JAKARTA 

TESIS 

MULYANINGSIII 
0@6144823 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS EKONOMI 

PROGIIAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI 
JAKARTA 

SEPTEMBER 2008 

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

Tesis ini adalah basil karya saya sendiri) 

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk 

tclab saya nyatakan dengan benar. 

Nama 

NPM 

Tanda Tangan 

Tanggal 

: Mtdyaningsih 

: 0606144823 

: 4 September 2008 

ii 

Universitas Indonesia 

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



Tesis ini diajukan o!eh 
Nama 
NPM 
Program Studi 

Judul Tesis 

HALAMANPENGESAHAN 

: Mulyaningsih 
: 0606144823 

: Magister Akuntansi 

: Analisis Pemberian Rekomendasi Sebagai Buk:u 
Pelajaran Umum Untuk Mendapatkan Pembebasan 
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pusat 
Perbukuan Depdlknas Jakarta 

Telah berbasil dipertahankan di badapan Dewan Penguji dan diterima 
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar 
Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Indonesia. 

DEWAN PENGUJI 

Pembimbing Dr, Dwi Martani 

Penguji ; Dr. Ronny K Moenloro 

Penguji M. Ichsan, M.Si 

Ditetapkan di Jakarta 
Tangga1 4 September 2008 

iii 

( ~ 
( 

( 

Mengetahui, 
Ketua Program 

) 

) 

) 

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



KATAPENGANTAR 

Segala ungkapan syukur penulis panjatkan kcpada Tuhan Yang Maha Kasih atas 

berkat dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhl salah satu syarat guna 

mencapai gelar Magister Akuntansi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, dari masa. perkuliahan sampal pada penyusunan 

tesis ini, sangatlah sulit bagi snya untuk menyelesaikan tesis inL Dalam 

kesempatan ini. penults lngin menghaturk:an rasa hormat dan terima kasih atas 

bantuan dan dorongan moril maupun material dari pihak~pihak berikut ini: 

(l) Dr. Dwi Martani, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran~saran perbaikan 

dalam proses penulisan tesis ini. 

(2) Dr. Ronny K. Moentoro dan M. lchsan, M.Si. selaku dosen penguji yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberlkan saran-saran 

perbaikan dalam penyelesajan penulisan tesis ini. 

(3) Bapak, lbu dosen di lingkungan Progran Magister Akuntansi Universitas 

Indonesia. 

(4) Seluruh keluargaku, bapak ibu di Jogya dan kakak-kakak, keponakan­

keponakan yang selalu memotivasi untuk tidak kenal menyerah dalam hidup. 

Suamlku Herman Muchtar, anakku Ita, dan adek ked! yang maslh di perut ibu, 

trima kasih atas kesabaran dan kehilangan banyak waktu bersama.. Mbak Nur 

yang seialu setia membantu pekerjaan rumah, terima kasih. 

(5) Kepala Pusat Perbukuan, Pejabat Eselon III dan IV Pusat Perbukuan yang 

teJah memberikan ijin penulis belajar di MAKSl UI dan Teman-teman di 

Pusat Perbukuan Jakarta khususnya pokja PPN yang telah membantu penulis 

sehingga tesis ini dapat tersefesatkan. 

(6) Ternan-ternan kelas AKPOI 2006 Program Maksi Ul atas kebersamaan selama 

perkuliaahan. 

(7) Karyawan Maksi Ul: Mbak Sara, Mbak Era, Mbak Debo, Mas Bambang dll 

yang telah rnembantu s.elama penyelesaian tesis ini. 

IV 

Universitas Indonesia 

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa semua bantuan tersebut, 

kiranya tidak mungkin tesis ini dapat penulis selesaikao. Penulis juga menyadari 

masih banyak keterbatasan dan masih jauh dari sempurna dalam penulisan tests 

ini, oleh karena itu penulis menunggu saran membangun dan kritik dari pembaca 

tesis inL Dan semoga tests ini mendatangkan manfaat bagi pembacanya. 

v 

Jakarta, 4 September 2008 

Penulis 

Uolversitas Indonesia 

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



HALAMAN PERNY ATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivltas akademik Universitas lndonesla, saya yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

Nama 
NPM 

: Mulyaningslh 
:0606144823 

Program Studi : Magister Akuntansi 
Departemen : Akuntansi 
Fakultas : Ekonoml 
Jenis karya : Tesis 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk mernberikan kepada 
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksldusif (Non~exlusive Royalty~ 
Free RigM) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 
ANALISIS PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI BUKU 
PELAJARAN UMUM UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN 
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH PUSAT 
PERBUKUAN DEPDIKNAS JAKARTA 
beserta perangkat yang ada Gika dipcrlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengallhmedialfor­
matkan, mengelola dalam bentuk pangkalan kata (database), merawat, dan 
memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap 
mencantumkan nama saya sebagai penuiis/pencipta dan sebagai pemHik Hak 
Cipta. 

Demfkian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya. 

Dibuatdi :Jakarta 
Pada tanggal : 4 September 2008 
Yang menyatakan 

(Mulyaningsih) 

vi 

Universitas Indonesia 

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



ABSTRAK 

Nama : Mulyaningsih 
Program Studi : Akuntansi Pemerintahan 
Judul : Analisis Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum 

m1tuk mendapatkan Pembebasan Pengenaan Pajak Pertarnbahan 
Nilai (PPN) oleh Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta 

Dalarn proses pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber 
penerimaan yang terbesar dan merupakan sumber dana pembangunan terbesar 
yang berasal dari dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu 
bentuk pajak dimana merupakan jenis pajak tidak langsung dan dapat dikenakan 
terbadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak danlatau Jasa Kena Pajak yang dapat dilakukan di dalam negeri dalarn 
bentuk penyerahan, maupun dari luar negeri dalam bentuk impor. Buku-buku 
pelajaran umum yang dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, 
tennasuk barang kena p'\iak tertentu yang alas impor dan atau penyerahannya 
dibebaskan dari pengenaan PPN tanpa diwajibkan memiliki surat keterangan 
Bebas PPN, kecuaii untuk impor dan atau penyerahan buku-buku tertentu yang 
memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum. Dimana pembebasan 
dlberikan berdasarkan rekomendasi dari Departemen terkait. Dalam kaitannya 
dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang 
Pengendalian Mutu Buku mempunyai fungsi strategis. Fungsi strategis tersebut 
karena Pusat Perbukuan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagai 
buku pelajaran umum sehingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak 
Pertambahn Nilai (PPN). 

Metode peneiitian yang digunakan da!am penyusunan karya akhir ini 
adalah kuaHtatif deskriptif melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data 
sekunder dan penelitian lapangan untuk kemudian melakuk:an analisis berdasarkan 
teori dan peraturan perundang~undangan yang berlaku. Pemberian rekomendasi 
sebagai buku pelajaran umum wttuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sebagian besar bcrasal dari 
penyerahan dan atau import buku·buku yang berkategori buku pelajaran umum 
dan sebagian kecil dari buku-buku yang belum berkategori buku pelajaran umum. 

Hasil analisis pada saat pemohon mengajukan surat permohonan 
rekomendasi, proses surat masuk sesuai tata administrasi yang berlaku di Pusat 
Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Sementara hasil anaHsis terha.dap proses 
penelaahan oleh tim penelaah diketemukan masih diperlukan adanya analisis cost 
terhadap harga jual buku, perlu ditambahkan anggota penelaah sebagai cost 
accounting, diperlukan penilaian resiko terhadap buku-buku yang akan diberikan 
rekomendasi* diperlukan kriteria terhadap· objektivitas sebagai tim penelaah, 
belum adanya post audit terhadap pemohon rekcmendasi. Dengan demikian basil 
anaHsis menunjukkan bahwa proses penelaahan oleh tim penelaah beJum beija1an 
dengan baik. Hasil analisis lerhadap penerbitan sural rckomendasi olch Kepala 
Pusat Perbukuan menunjukkan bahwa proses tersebut belum dapat dijalankan 
secara maksimal dikarenakan masih seringknli terbentur dengan masalah 
biroknasi. 

vii 

Universitas Indonesia 
Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



Internal Control dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai 
buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sudah dilakukan. Analisis 
pengendalian internal menunjukkan bahwa untuk aspek lingkungan pengendalian 
sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek peni!aian resiko belum dijalankan 
dengan maksimal karena proses identifikasi dan penilaian resiko dalam rangka 
pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secara eksplisit; untuk 
aspek aktivitas pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek informasi 
dan komunikasi belum dilakukan secara rnaksimal karena komunikasi ekstem 
dalam bentuk pengumuman, brosur. ataupun wibsite belum ada dan untuk aspek 
pengawasan sudah dilakakan dengan haik"" 

Kata kunci: 
PPN, buku pelajaran umum, PPN dibebaskan, Pusbuk, fungsi slrateg\s, internal 
control. 
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Name 
Program of Study 
Title 

ABSTRACT 

; Mulyaningsih 
: Governmental Accounting 
: Analysis of Recommendation on General Books 
In order to gain Value Additional Tax from Book Centre, 
Ministry of National Education, Jakarta 

In development process, tax in Indonesia is the biggest resource and the 
main domestic resource. Additional value tax is the direct tax for the attained tax 
of businessman who carries out the item; later on he/she has to pay a tax, and or 
tax hospitality done domestically in the form of admittance, likewise in the 
importing form will do if the item comes from abroad. The general textbooks 
whlch have the important role on education. including the gained item tax for 
import whlch the admittance is free from tax without noticing the free tax letter of 
recommendatior1;. except for import and or certain books need some approval as 
the general textbooks. Free of recommendation is given based upon 
recommendations come from the relevant department. In connection with the 
book quality control, Division of Book Quality Control at Book Centre has the 
strategic function. The strategic function is given recommendation as the general 
books in order to get the free value additional tax. 

Research of methodology used in this paper is qualitative description by 
library research, secondary data collection and field observation and to be 
continued on composing analysis based upon theory in accordance with the rule 
and law. As far as we are concerned, most of recommendation to get free valued 
additional tax are coming from the importing books in general textbooks category, 
some of them are not categorized as the general textbooks. 

The result of analysts when registering the books in order to get 
recommendation, the incoming ]etters administratively are processing in good 
condition by Book Centre. The result of analysis of review processed by reviewer, 
the reviewer has opinion about cost analysis to textbooks price, it needs a member 
of reviewer as cost accounting. We need the risk evaluation towards the 
recommended books .• needed criteria the objectives as the reviewer, in this case 
no post audit provided here. The final analysis shows that the reviewing process 
done by reviewer shows that the process has not been done optimally due to the 
bureaucracy problems. 

Internal control in making general textbook reconunendation to get free 
valued additional tax at Book Centre has been well done. The result of internal 
control shows that aU aspects of control have been well done likewise; the risk 
aspect has not been optimally done due to identification process and the risk 
assessment is not explicitly done; aspect of control has been well done; aspects of 
information and communication have not been optimally done because of external 
communication appears in the form of announcement, brochures. and website 
which are not provided. 

Keywords: 
Value Added Tax, general textbooks, free value added tax, Book Centre. strategic 
function, internal control. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

BABI 
PENDAHULUAN 

Dalam proses pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber dana 

pembangunan terbesar yang berasal dari dalam negeri. Pajak merupakan sumber 

penerimaan negara untuk membiayai pengeiuaran rutin dan juga digunakan untuk 

membiayai pembangunan. OJeh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor pajak sangatlah penting, sebab dana yang dihimpun dapat 

berasa.l dari rakyat (private sektor) atau darl pemerintah (public saving). 

Menurut R. Marsury (1999), pajak pada dasarnya mempunyai dua fungsi: 

I. Fungsi penerimaan (budgeteir), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana 

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalarn APBN sebagai penerimaan 

dalan negeri. 

2. Fungsi mengatur (reguler}, yaitu pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, denrikianjuga 

terhadap barang mewah. 

Diantara kedua fungsi pajak tersebut, maka fungsi yang utruna adalah pajak 

sebagai pengisi kas negara, sedangkan fungsi mengatur merupakan fungsi 

tambahan walaupun kedua fungsi tersebut sating meJengkapi dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Artinya walaupun pajak berfungsi sebagai sumber 

penerimaan negara tetapi juga tetap harus dipertimbangkan berbagai dampaknya 

terhadap masyarakat baik dampak sosial, ekonorni, budaya dan lainnya. 

Adapun manfaat penting dari uang pajak yang diterima negara menurut lndra 

lsmawan (2000) adalah: 

L Sebagai sumber penerimaan negsra. Penerimaan negara dalarn APBN, dalam 

sisi penerirnaan) dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

2. Sebagai alat pamerataan pendapatan. Untuk mewujudkan keadilan sosial, 

dibutuhkan instrumen-instrumen yang menjamin pemerataan sosial ekonomi. 

Pajak sebagai alat pernerataan pendapatan dilakukan dengsm menerapkan tarif 

1 
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pajak progresif. Secara de facto tarif pajak progresif hanya bisa efektif sebagai 

instrumen pemerataan bila dana yang dikumpulkan kemudia.n dialokasikan 

untuk kepentingan golongan masyaraknt berpendapatan menengab ke bawah. 

Pengalokasian pajak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan kesehatan bagi 

instrumen pemerintah. 

3. Sebagai alat untuk mendorong investasL Apabila realisasi pajak dalam APBN 

lebih besar dari anggaran pengeluaran rutin, makn ada saldo yang dapat 

digunakan untuk rnembiayai investasi pemerintah. Investasi akan 

meningkatkan pendapatan masyaraknt melalui proses pelipatan (multipying 

ejfoct). Untuk meningkatkan pendapatan rnasyarakat, saldo tersebut di atas 

bisa dialokasikan langsung untuk menarnbah proyek-proyek pembangunan. 

Tetapi dapat juga saldo anggaran disimpan dulu dalam tabungan pemerintah 

(public saving) untuk dialokasikan pada periode berikutnya. 

Meningkatkan pendapatan pajak dapat dilaknkan dengan berbegai cara, 

diantaranya adalab secara vertikal ynitu parnerintab dapat mengnbab tarif pajak 

rnenjadi lebih tinggi, dan secara horizontal ynitu pemerintah mungkin melaknkan 

perluasan basis pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal self 

assesment dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri 

kewajiban pajaknya seauai dengan ketentuan yang berlakn dan melaporkannya 

secara berkala ke kantor peayanan pajak setempat Agar sistem ini berja1an secara 

efektif, maka kcterbnkaan dalam pelaksanaan penegakan huknm merupakan hal 

yang penting. 

lsu atau rnasalah penting lainnya adalah bagaimana mengamankan penerimaan 

negara ini dengan cara meningkatkan kemarnpuan dan kesadaran wajib pajak 

dalam menghitung kewajiban pajaknya dengan benar alan paling tidak memadai. 

Satu hal yang sering rnempengarolll penghitungan pajaknya dalab sikap atan 

parsepsi wajib pajak. Seperti diketahui bahwa pajak adalab beban yang 

rnengurangi pendapatan Wajib Pajak. Walaupun semua sependapat babwa pajak 

merupakan kewajiban yang berua dipikul bersarna oleh semua warga negara demi 

kepentingan negara tetapi pada kenyataannya tidak semua wajib pajak dapat 

menerirna jumlab beban yang dilirnpakan kepadanya. Selllngga limbul 

kecenderungan untuk mengalihkan alan mengurangi jumlab beban tersebu~ baik 
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dengan cara legal maupun dengan cara melakukan usaha yang bertentangan 

dengan hukwn pajak yang berlaku. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung, 

yang pada dasarnya merupakan pajak dimana bebennya dapat dialihkan atau 

digeserkan kepada pibak lain. Berdasarkan wewenang pemungutannya Pajak 

Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak pusat/pajak negara yang wewenang 

pemungutannya ada peda pemerintah pusat dan pelaksanaannya di!akukan oleh 

Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) yang merupakan subjek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai adalah 

pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dilakukan 

di dalam negeri dalam bentuk penyerahan, maupun dari luar negeri dalam bentuk 

imper, Termasuk di dalamnya ada!ah penyerahan terhadap buku-buku yang ikut 

menunjang kecerdasan suatu hangsa. 

Sejarah telah mencatat bahwa pengembangan peradaban suatu bangsa 

banyak ditentukan oleh ~auh mana masyarakat bangsa tersebut rnampu 

mengernbangkan pengetahuan dan keterampilannya. Salah satu sarana yang dapat 

digunakan untuk menyerap informasi serta mengernbangkan pengetahuan dan 

keterarnpilan masyarakat bangsa pada umumnya dan peserta didik di sekolah pada 

khususnya adalah buku. Dengan demikian, buku harus marnpu menghimpun 

infurmasi yang bermutu yang disajikan dengan beik dan benar diketahui dan 

dikembangkan oleh pembaeanya. Meskipun dewasa ini teknologi elektronika 

berkembang sangat pe.sat sehingga muncul media bacaan yang bersifat eJek:tronik, 

namun demikian diakui buku dalam hal ini buku pelajaran umum tetap bertahan 

sebagai salah satu media yang efektif dalaru rangka proses pembelajaran dan 

transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. 

Dalarn rangka mengembangkan pengetahuan dan keterarnpilan masyarakat 

bangsa, maka pemerintah rnemberikan pembebasan PPN terhadap penyerahan 

baku-buku pelajaran umnm dengan tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan 

bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk impor dan atau penycrahan 

buku-buku tertentu yang memerlukan pengesahan sebegai buku pelajaran umum, 
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Pusat Perbukuan merupakan salah satu instansi penting di lingkungan 

Departemen Pendidikan Nasional yang merupakan unsur pelaksanaan tugas 

tertentu Departemen di Bidang Perbukuan, Tugas dan Fungsi Pusat Perbukuan 

ialah melaksanakan pengembangan dan koordinasi kegiatan perbukuan serta 

pengendalian mutu buku, inforrnasi dan teknologi perhukuan berdasaran 

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam kaitannya dengan pengendalian 

mutu buku, Pusat Perbukuan, dalam hal ini di Sub Bidang Pengendalian Mutu, 

mempunyai fungsi yang strategis dalam membantu penyediaan buku-buku 

pefajaran umum agar tersedia dengan harga yang murah dan memberikan 

pengaruh terhadap pemasukan kas negara dalarn bentuk Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) buku. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya program kegiatan pemberian 

rek:omendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pernbebasan 

pengenaan Pajak Pertambahn Nilai (PPN). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan 

pemberian wewenang kepada Kepala Pusat Perbukuan atas nama Menteri 

Pendidikan Nasional. 

Betpengsruh terhadap pemasukan kas negara karena kehati-hatian dan 

ketelitian dalam penelaahan yang dilakukan oleh Tim Penelaah Pusat Perbukuan 

akan menentukan apak:ah buku yang dimintakan rekomendasi berkategori 

pelajaran umum atau bukan. Hal ini mengingat pemohon rekomendasi berasal dari 

orang alau badan hukum yang melakukan impor buku atau orang atau bedan 

hukum yang menerima penyerahan buku dalam negeri, termasuk pemberian 

rekomendasi buku-buku terbitan swasta yang bergerak dalam bidang bisnis 

maupun dari institusi lain yang bergerak dalarn bidang pendidikan. 

Kehati-hatian dalam pemberian surat rekomendasi se1ain diiakukan dalam 

proses penelaahan div.'lljudkan juga dengan adanya pengendalian internal dari 

Pusat Perbukuan sendiri dari awal adanya permohonan rekomendasi sampai 

diterbitkannya surat rekomendasi, Sehingga akan dapat menghindari proses 

penyelewengan pejak dari setiap pemohon dengan cara legal maupun dengan cam 

melakukan usaha yang bertentangan dengan hukum pejak yang berlaku serta 

proses penelaehan berlangsung efektif dan efisien. 
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1.2. Perumusan MasaJab 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian 

yang akan dibahas dalarn karya akhir ini adalah: 

I) Bagaimana analisis terhadap pemberian rekomendasi sebagai huku pelajaran 

umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai 

(PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta. 

2) Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal dalam pemberian rekomendasi 

sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan 

Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN), sehingga tercapai kegiatan yang efektif dan 

efislen. 

3) Bagaimana solusi yang diberikan atas temuan analisis tersebut. 

1.3~ Pemb:atasan 1\fasalah 

Untuk menghindari permasa!ahan yang terlalu meluas dan tidak terarah peda 

tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup pennasalahan dalam penelitian ini 

dibatasi peda: 

1) Pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN) hanya untuk buku-buku yang 

berkategori buku pelajaran urnum. 

2) Pe1aksanaan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk 

mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dianalisis pada tahun 2003 sarnpai dengan Juni 2008 di Pusat Perbukuan 

Dcpdilmas Jakarta. 

3) Analisis dilakukan pada tahap dari pemohon mengajukan surat pennohonan 

rekomendasi sampei dengan diterbitkannya surat rekomendasi oleh Kepala 

Pusat Perbukuan. 

1.4. Tujuan Penclitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disampaikan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai: 

• Untuk mcmperolah pemahaman yang memarlai tentang pemberian 

rekomendasi sebagai bnkn pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan 

pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdilmas 
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Jakarta pada talmn 2003 sampai dengan Juni 2008 yang sudah dilaksanakan 

selarna ini. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah: 

1) Bag[ Pus at Perbulruan, Depart em en Pendidikan Nasional. 

a. Evaluasi dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi!pengesahan sebagai 

buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdilruas Jakarta. 

b. Dapat dijadikan masukan dalam memperbaiki Sistem Pengendalian 

Internal dalam kegiatan memberikan rekomendasi/pengesahan sebagai 

buku pe!ajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di subbid Pengendalian Mutu Buku Pusat 

Perbukuan Depdilruas Jakarta. 

2) Bagi llmu Pengetahuan 

Dapat dijadikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang sistem pengendalian internal dan perpajakan khususnya dalarn hal 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk buku pelajaran nmum,. 

1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dakan penyusunan karya akhir ini adalah 

metode lrualitatif deskriptif melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data 

sekunder dan penelitian lapangan. 

I. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Untuk memperoleh data yang aknrat dan sesuai dengan yang diharapkan, 

penulis melakukan penelitian kepustakean, dengan mengumpulkan dan 

mengarnbil data baik berupa teori maupun data yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan. Kemudian melukukan analisis berdasarkan teori dan 

peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Pengrunpulan Data Sekunder 

Pengrunpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Teknik 

pengrunpulan data yang digunakan adalah dcngan dokumentasi yakni dengan 

mencari, memilah dan mengumpulkan dari berbagai sumber. 

3. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penellitian dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi untuk 

mengetahui proses pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum 

untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 

Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta, dan menggunakan data-data yang ada 

selama proses pemberian rekomendasi dari tahun 2003 sampai dengan Juni 

2008. 

l. 7. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam karya akbir ini arlalah: 

Bab.l. Pendahuluan menguraikan tentang Jatar belakang masalah, perumusan 

masalah. pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab. II. Landasan Teori berisikan tentang landasan teori yang dpakai dalam 

melakukan penelitian. Landasan teori tersebut diambil dari referensi~referansi 

yang relevan dengan topik penelitian. 

Bab.lll. Garnbaran Umurn Objek Penelitian menyajikan informasi 

berkenaan dengan profil Pusat Perbukuan, Struktur Organisasal, Togas dan Fungsi 

Pasat Perbuknan. 

Bab. N. Analisa dan Pembahasan merupakan penjabaran tentang data yang 

menjadi materi untuk dlanalisis dalam pembahasan, serta pembahasan yang 

merupakan anaiisis secara mendalam sarnpai pada penjelasan masalah. 

Bab. V. Kesimpulan dan Saran berisikan kesimpulan dari keseluruban isi 

karya akbir dan saran-saran perbaikan yang dapnt dipergunakan sebagai dasar 

pertimbangan memeeahkan perruasalahan yang diharlapi. 
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LANDASAN TEORI 

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) 

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tar) 

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005) Value Added Tax pertama kali 

diperkenalkan di Perancis peda tahun 1954. Dengan berbagai kelebihannya. Pajak 

Pertambahan Ni!ai (PPN) diadopsi oleh banyak negara. Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) pada dasamya merupakan pajak penjualan yang dipungut alas dasar nilai 

tambah yang timbuJ pada semua faktor produksi dan distribusi Dimana nilai 

tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu 

barang, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk 

mendapatkan Iaba. 

Pengertian Value Added (nilai tambah) menurut Tait AUan.T. (1991) 

adalah sebagai berikut: 

"Value Added is the value that a producer (whether a manzifacturer, 
distributor, advertising agent, hardresser, farner, race horse trainer or 
circus owner) adds li his raw material or purchases (orther that labour) 
before selling the new or improved product or service. That is, inputs (the 
raw material, transport, rent advertising and so on) are bought, people 
are paid wages to work on these inputs and wlnvn the final goods and 
services or sold, some profit are left. So, value added can be looked at 
from the additive side (wages plus profits) or from the substractive side 
(output minus inputs)." 

Berdasarkan definisi di atas, maka diketahui bahwa nilai tambah dilihat dari dua 

sisi, yaitu sisl pertarnbahan nilai (upah dan keuntungan) serta dari sisi selislh 

output dikurangi input. Oleh karena yang menjadi dasar pengenaan pajak ini 

adalah nilai tambah (Value Added). Definisi Pajak Pertambahan Nilai (VAT) 

menurut Smith, dkk seperti yang dikutip Rosdiana dan T arigan (2005) adalah 

sebagai barikut: 

"The VAT is afax on the value added by qfirm to its products in the course, 
of its operation. Value added can be viewed either as the difference 
between firm's sales and its purchase during an accounting period, or as 
the sum of its wage, profits, rent, interest and other paymets not .subject Jo 
the fax during that period. " 
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Dari definisi di atas merupakan pajak atas pertambahan nilai terhadap 

produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan selama kegiatan operasinya. 

Pertambahan nilai dapat dilihat baik sebagai selisih antaia penjualan dan 

pembelian yang dilakukan perusahaan selama periode akutansi, ataupun sebagai 

~umlahan atas upah, keuntungan, sewa, bunga dan pembayaran lainnya yang 

bukan merupukan objek pajuk selama periode akuntansi yang bersangkutan. 

Dengan demikian PPN dapat diartikan juga sebagai suatu jenis pajak yang 

dikenakan alas nilai tam bah deri suatu barang atau jasa yang ditransaksikan. Dari 

pengertian tersebut tampak bahwa nilai tambah merupakan hal yang sangat 

penting dan mendasar dalam analisa dan pembahasan tentang PPN (Tail Allan.T., 

1998). Dengan mengenakan PPN atas nilai tambah (added value) dari Barang 

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserabkan oleh Pengusaha Kena Pajak. 

Jadi yang dimaksud dengan nilai tam bah (added value) adalah suata nilai 

yang merupakan hasil penjnmlaham biaya produksi atau distribusi yang meliputi 

penyusutan, buuga modal, gajiiupah yang dibayarkan oleh pengusaha, Secara 

sederhana nilai tambah di bidang perdagangan dapat diartikan sebagai selisih 

antara harga jual dengan barga beli barang dagangan. Untuk lebib jelasnya 

diterangkan dengan contoh sebagai bcrikut: 

Pembelian: 
Bahan Baku 2.000 
Bahan Pembantu LOOO 
Suku Cndang dll LOOO 
Jumlah 4.000 
Biaya: 
Pcnyusutan 250 
BungaModal 150 
Gaji!Upah LOOO 
Biaya Manajemen 750 
Laba Usaha 750 
Jumlah 3.500 
HargaJual 7500 

Dari contob di atas, dapat dilibat bahwa nilai tambah barang basil produksi 

sebesar 3.500 identik dengan selisih antara hargajual sebesar 7.500 denganbarga 

pembelian bahan baku/pembantu dan sarana produksi lahtnya sebesar 4.000. 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola 

oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direlctorat Jenderal Pajak (DJP). PPN ini 

tennasuk jenis pajak tidak langsung yang memiliki makna bahwa yang dikenakan 

kewajiban PPN tidak mesti yang menanggung beban pajaknya dan yang 

menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian yang 

dikenakan untuk memunngutnya adalah fihak-lihak yang berada dalam jalur 

distribusi sebelum barang/jasa sampai konsumen. 

Berdasarkan ketentuan, semua barang dan jasa pada hakikatnya adalah 

barang kena PPN kecuali ada beberapa jenis barang yang dikecualikan 

berdasarkan UU PPN. Ada juga beberapa jenis barang yang karena sifllt 

strategisnya, mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Narnun demikian, dalarn hampir 

sebagian besar jenis barang yang kita konsumsi sehari-hari sudah terkandung 

unsur PPN yang besamya I 0% dari harga jual. 

Prinsip yang penting untuk diketahul dalam PPN ini adalah bahwa PPN 

dikenakan atas konsumsi barang/jasa dl dalam negeri. Dengan prinsip ini, maka 

barang yang dijual ke luar negeri harus dikeluarkan PPNnya sehingga banyak 

eksportir biasanya mengajukan restitusi PPN karena hal ini. Dengan prinsip ini 

juga, setiap barang/jasa yang masuk ke dalam negeri harus dikenakan PPN. 

Untuk kegiatan impor, Ditjen Bea Cukai bertugas untuk memastikan 

importir telah memhayar PPNnya. Jika atas penjualan barangljasa di dalam negeri, 

maka ditunjuk pengusaha, baik sebagai badan atau orang pribadl, sehagal 

pemungut PPN kell"ka melakukan transaksi penjualan. Pengusaha yang ditunjuk 

lni selanjutnya disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Narnun demikian, tldak 

semua pengusaha ini diharuskan menjadi PKP, ada batasan sebegal pengusaha 

kecil yang tidak diharuskan menjadi PKP. Ketika PKP memungut PPN dari 

pernbolinya, PKP harus membuat bulcti pungutan PPN yang disebut Faktur Pajak. 

Bagi penjual, PPN yang dipungut dari pembeli akan menjadi PPN 

Keluaran (output tax). Bagi pembeli, PPN yang dihayarkan kepada panjual akan 

menjadi PPN masukan {input tax). Pada setiap akhir bulan PKP akan 

memperbitungkan berapa PPN Keluaran dibandingkan dengan PPN Masukannya. 

Jika PPN Keluaran lebih besar, maka selisihnya harus disetorkan ke kas Negara 

paling Iambe! tanggal 15 akhir bulan berikutnya. Jika sebaliknya PPN 
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Masukannya yang lebih besar, maka kelebihan bayar PPN ini bisa 

dtkompensasikan dengan bulan berikutnya atau minta dikembalikan (reslifusi). 

Sarana untuk hitung-hitungan PPN Masukun dan PPN Keluaran ini dinarnakan 

SPT Masa PPN dengan kode fonnulir 1107. Pelaporan SPT Masa PPN paling 

larnbat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya. 

2.1.2 Karaktenstik PPN 

Dengan memperhatikan semua uraian tentang PPN di atas maka dapat 

dikemukakan mengenai karakterisik PPN yaitu sebagai berikut: 

1) PPN rnerupakan Pajak Tidak Langsung 

Hal tersebut memberikan konsekunsi yuridis behwa antara pemikul beban 

pajak dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada 

pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini sccara nyata berkedudukan 

sebagai pembeli Banmg Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. 

Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalab 

Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau 

Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu hila terjadi penyimpangan 

pemungutan PPN, administrasi pajak ({lSkus) akan meminta 

pertanggungjawaban kepada penjual barang kena pajak tersebut, bukan kepada 

pembeli, walaupun pembeli kcmungkinan juga berstatus sebegai peugusaha 

kena pajak. 

2) Pajak Objektif 

Yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh 

factor objektif yang dinamakan latbestand • yaitu suatu k.eadaan,. peristiwa 

atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut 

dengan Obyek Pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah 

pada saat diketahui adanya tatbestand tersebut. Sedangkan Subyek Pajaknya 

tidak ikut menentukan terkenaftidaknya PPN. Apabila telah diketahui adanya 

suatu tatbestand, maka sudah timbul kewajiban pajaknya. 

3) PPN merupakan multistage lax 

Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mala rantai 

jalur produksi maupunjalur distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi 
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objek PPN dari tingkat pabrikan (manufacture) sampai pedagang besar dan 

pedagang eceran (retailer) dikanakan PPN. Misalnya: pabrik benang 

menyerabkan benang ke pabrik tekstil, pabrik tekstil menyerabkan garmen ke 

padagang besar, pedagang besar menyerabkan gannen ke padagang eceran, 

pedagang eccran menyerahkan gannen ke konsumen. 

Dari contoh di atas maka terJihat bahwa setiap mata rantai jaiur produksi dan 

distribusi dikenak:an PPN. Dernikian seterusnya sampai kepada sasaran akhir 

pengenaan PPN yaitu konsumen, 

4) PPN merupakan Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri 

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Apahila barang ataujasa dikonsurnsi di 

luar negeri, maka alas barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN. 

Demikian juga untuk Barang Kena Pajak yang diekspar ke luar negeri tidak 

akan dikenakan PPN. 

5) Pemnngutan PPN menggunakan faktur pajak. 

Untuk mengbitung PPN yang terntang maim pada setiap penyeralrnn Barang 

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang 

bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sebagai 

bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan fuktur pajak ini akan 

dihitung jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak yang wajib 

disetor ke kas negara. Sedangkan bagi pihak pembeli atau penerimajasa, atau 

importir fuktur pajak yang diterima merupakan bukti pernbayaran pajak. 

6) PPN bersifut netnll 

Netralitas PPN dibentuk oleh dua falctor yaitu 

a. PPN dikenakan baik atas konsumsi maupun jasa. 

b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination 

principle). 

DaJam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan 

yaitu prinsip tempat asal (origin principle) dan prinsip tempat tujuan 

(destination principle), Prinsip temp at asal mengandung pengertian bahwa 

PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. 

Sedangkan prinsip ternpat tujuan, PPN dipungut di tempat barang atau jasa 
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dikonsumsi. Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan 

PPN dalam perdagangan internasionaL Agar daya saing komoditl Indonesia 

dengan produk domistik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN 

Indonesia, malca terhadap komoditi ekspor dikenakan PPN dengan tarif 0%. 

Oleh karena itu dengan menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) 

yang dimoditikasi dalam bentuk perlakuan khusus terhadap komoditi ekspor 

maka PPN nelral dalarn perdagangan intemasional. 

7) PPN tidak menimbulkan darnpek pengenaan pajak berganda. 

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihlndari karena PPN hanya 

dipungut atns nilai tambab saja, sehingga pengusaha diberi hak untuk 

mernperoleh kembali PPN yang dibayar alas perolehan baban bakulpembantu 

atau barang modalnya. 

2.1.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Defmisi Pengusaba menurut UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang 

perubahan kedua alas UU No.8 tahun 1983 pasall ayat 14 adalab orang pribadi 

atau badan yang dalarn kegiatan usaha atu pekerjaannya, paling tidak akan 

melakukan saJah satu darl kegiatan berikut: 

I) Menghasilkan barang 

2) Mengimpor barang 

3) Mengekspor barang 

4) Melakukan usaba perdagangan 

5) Memanfaatkan usaba perdagangan 

6) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daemh Pabean 

7) Melakukan usaha jasa, atau 

8) Memanfaatkan jasa da:r:i Luar Daerab Pabean 

Sedangkan definisi Pengusaba Kena Pajak adalab Pengusaha yang 

melakukan penyemhan barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali 

terhadap Pengusaba Keeil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha 

Kecil (UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubaban kedua atas UU 

No.8 tabun 1983, pasall ayat 15). 
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Mekanisme pemgenaan PPN dilakukan o1eh Pengusaha Kena Pajak, 

dengan melakukan pemungutan PPN pada setiap transaksi yang terutang PPN. 

Perhitungan pembayaran dan pelaporan PPN, setiap bulannya harus dilakukan 

oleh PKP. 

Dengan demikian setiap Pengusaha yang teiah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalarn perpajakan, antara lain: 

melaporkan: usahanya, memungut pajak yang terutan& menyetorkan Pajak 

Pertambahan Nilai yang masih hams dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih 

hesar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, menyetorkan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah yang terutang, serta melaporkan penghitungan pajak (UU 

PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 

1983, Penjelasan Pasal3A). 

2.1.4 Objek Pajak Perlambahan Nilai 

Barang atau jasa sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai dapat 

dibedakan menjadi: 

I) Barang Kena Pajak 

2) Jasa Kena Pajak 

Menurut Pasal l angka 2,3 UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang 

perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, Barang Kena Pajak adalah barang 

herwujud, yang menurut sifut atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau 

barang tidak bergerak, dan barang berwujud yang dlkenakan pajak berdasarkan 

Undang-undang PPN. Yang dimaksudkan dengan barang bern(jud adalah aktiva 

tetap, seperti kendaraan, mesin dan juga barupa persediaan baban baku, maupun 

barang jadi serta masih banyak lainnya, sedangkan barang Kena Pajak tidak 

herwujud diantaranya seperti Francbic, Lisensi, Morek Dagang, Hak Paten, Hak 

Cipta, dan berbagai hak-hak lainnya. 

Menurut penjelasan pasal 4 UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang 

perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 19&3, barang yang merupakan Objek Pajak 

PPN atau yang akan dikenakan PPN harus memenuhi persyaratnn seperti barang 

berujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, barang tidak berwujud 

yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam 
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Daerah Pabean, serta Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya 

Dengan demikian pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak 

menurut asal barang terse but didapat, dapat dibedakan menjadi: 

1) Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean 

2) lmpor Barang Kena Pajak 

3) Pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah pabean di 

dalam Daerah Pabean 

4) Ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

Menurut pasall angka 5,6,7 UU PPN yditu UU No. 18 tahun 2000 tentang 

perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, Jasa Kena Pajak adalah setiap 

kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk 

dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karen a pesanan 

atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak 

berdasarkan Undang-undang PPN. Selanjutnya yang dimaksud dengan 

Penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut asal barang tersellut terutang PPN, 

dapat dibedakan menjadi Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalarn Daerah Pabean 

dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalarn Daerah 

Pabean. 

Menurut pasal I angka I UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang 

perubahan kedua alas UU No. 8 tabun 1983, Daerah Pabean adalah wilayah 

Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan~ dan ruang udara di 

atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan 

Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 

tentang Kepabeanan. Sehingga yang merupakan pemanfastan Jasa Kena P'!iak 

dari Luar Daerah Pabean di dalarn Daerah Pahean dapat dilakukan oleh 

perseorangan maupun badan dari luar negeri, yang memberikan jasa di daerah 

pabcan, seperti jasa konsultan, jasa quality control, dan banyak jenis jasa lainnya 

{Djoko Mulyono, 2008). 

Dengan demikian barbagai kegiatan penyerahan Jasa pada kegiatan 

tertentu dikenakan PPN antara lain adalah kegiatan seperti : 
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1) Jasa Pada Perbankan 

2) Jasa Acara Televisi 

3) Jasa Penggilingan Gabah 

4) Jasa Pada Perhotelan 

5) Jasa Pelabuhan Kapal Pelayaran Jnternasional. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan objek pajak PPN dikenakan alas 

(UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 

tahun 1983, Bab III Pasal4): 

I) penyetahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakakan oleh 

pengusaha; 

2) impor Barang kena pajak 

3) penyerahan Jasa Kana pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

4) pemanfuatan Barang Kana Pajak tidak berwujud dari Luar daerah pabean di 

dalam Daerah pabean; 

5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalarn daerah 

Pabean; atau 

6) ekspor berang kena pajak oleb Pengusaha Kena Pajak; 

:u.s Tarif dan Pengbituogan PPN 

Menurut Djoko Mulyono (2008) Tarif PPN yang terutang atas BKP 

maupun JKP dihltung dari dasar Pengenaan pajak dikalikan dengan tarif tertentu. 

Besamya tarifPPN dapat dibedakan menjadi seperti berikut: 

I) Tarif Umum, tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak 

maupun Jasa kena pajak secara umurn yaitu sebesar l 0"1. pasal 7 catatan: Pasal 

7 UU PPh ayat (I) tarifP'\iak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh person). 

2) Tarif Ekspor, Tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang kena pajak 

maupun Jasa Kena Pajak pada ekspor adalah 0 % bnkan dengan dibebaskan 

PPN, sehingga pajak masnkannya dapat dikreditkan. Catalan: Pasal 7 UU PPh 

ayat (2) Pajak pertambahan Nilai atas akspor Barang kena pajak adalah 0% 

(nol person). Penjelasan pasal 7 UU PPh ayat (2) PPN adalah pajak yang 

dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di Dalam daerah Pabean . Oleh 
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karena itu, Barang kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di Luar daerah 

opabean , dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak 

masukan yang Ielah dibayar dari barang yang diekpor tetap dapat dikreditkan. 

3) Tarif minimal dan maksimal, tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan 

maksimal sebesar 15% , tergantung kebutuhan dasar dari pemerintah. 

Perubahan tarif ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan penyusunan 

RAPBN, 

4) Tarif Efektif, tarif efektif dari PPN dikenakan pada berbagai BKP tertentu, 

seperti industri rokok. 

2.1.6 Restitusi PPN 

Restitusi PPN ada!ah pengemba!ian kelebihan Pajak Masukan yang 

disebabkan oleh adanya ke!ebihan pembayaran pajak. Restitusi PPN merupakan 

serangkaian kegiatan yang panjang dengan membebaskan berbagai pihak seperti 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pembeli dan penjual barang atau jasa, 

Direktorat Jendera! Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 

Agen dan Pernsahaan Pelayaran dan Perbankan. Restitusi merupakan konsekuensi 

kebijakan penerapan PPN, yaitu apabila dalam suatu masa pajak Pajak Masukan 

(PM) yang dapat dikreditkau lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK) yang hams 

dipuugut. Sesuai dengau hakikat PPN yaitu pajak atas nilai tambah, selarua 

pengusaha masih melakukau adanya nilai tambah, maka pengarnbilan 

pajaklrestitusi hanya dapat terjadi antara lain karena beberapa hal sebagai berlkut 

(Untung Sukardji, 2005): 

I) Pengusaha Ken a Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan!atau Jasa Kena 

Pajak kepada pemuugut Pajak Pertambaban Nilai. 

Panyeraban BKP danlatau JKP kepada pemungut PPN harupir selalu 

mengakibatkan lebih bayar kurena PKP yang bersangkutan be!um sempat 

mengl<reditkan pajak masukan yang telah dibayar dalam masa pajak yang 

sarna, PPN terutang telah dipungut dan disetorkau ke kas negara oleh 

pemungut PPN. 
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2) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari 

bantuan LN baik berupa hibah maupun pinjaman. 

Keiebihan Pajak Masukan ini adalah sebagai konsekuensi pemberian fasilitas 

PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut atas penyeraban BKP dan/atau 

JKP dan atau impor BKP dalam rangka proyek milik pemerintab yang 

dibiayai dengan dana yang bersal dari LN. 

3) Pengusaba Kena P,Yak melakukan penyeraban Barang Kena Pajak untak 

diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE). 

PKP yang menyerabkan BKP untuk diolab lebib lanjut kepada Pengusaba 

yang memperoleh persetujuan deri Menteri Keuangan sebagai EPTE, 

mendapat fasilitas PPN yang terutang Tidak dipungut. 

4) Berupa baban baku atau beban pembantu daniatau Jasa Kena Pajak kepada 

. perusabaan eksportir tertentu (PET). 

Perlakuan PPN atas ekspor dipercepat sedemillan rupa sehlngga tarif 0% 

dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa baban baku atau baban 

pembantu dan/atau Jasa Kena Pajak kepada perusabaan eksportir tertentu 

(PET) yang akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak 

yang akan diekspor. 

5) Selain kemungkinan terjadi kelebiban pembayaran pajak bukan disebabkan 

Pajak Masukan lebih besar dariripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata 

disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaba 

KenaPajak. 

Peristiwa ini dinamakan kelebihan pernbayaran pajak karena teljadi kesalaban 

pamungutan atau pernbayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 

2.1. 7 Mekanisme Pengkreditan PPN 

Menurut Gunadi dkk, (1999) ada 2 (dua) macam mekanisme pengkreditan 

PPN yaitu: 

I) Mekanisme pengkreditan secara tidak langsung (indirect) 

Y aitu mekanisme penglaeditan PPN dimana PPN Masukan atas perolehan 

Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dapat dikreditkan tanpa 
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perlu mengaitkannya dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak. Jadi barang-barang yang masuk ke persediaan (inventory) dapat juga 

dikreditkan. Sebagai contoh kita membeli barang Rp.IOO.OOO.OOO; PPN 

Masukarmya Rp.l 0.000.000; atas barang tersebut banya digunakan 

Rp.50.000.000; dalam proses produksi, sedangkan Rp. 50.000.000; sisanya 

merupakan persediaan (inventory). Dalam mekanisme ini, maka pada saat 

mengbitung PPN terhutang seluruh PPN Masukan sebesar Rp.IO.OOO.OOO; 

dapat dikreditkan seluruhnya. 

2) Mekanisme Pengkreditan secaralangsung (direct) 

Yaitu mekanisme pengkreditan PPN Masukan (PM) dikaitkan dengan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Jadi seperti yang ada 

dalam contoh di atas (inderecf} nilai Rp.50.000.000; yang menjadi inventory 

tidak dapat dikreditkan karena hanya Rp.SO.OOO.OOO; saja yang mempakan 

harga pokok penjualan dari barang yang dijual. Hal tersebut akan 1ebih jelas 

jika dicontohkan sebagai berikut: 

PT.A mempunyai peredaran usaha Rp.2.000.000.000; maka PPN Ke1uaran 
(PK) edalah Rp.200.000.000; 

Indirect PPN: 
PK 
PM 
PPN kurang bayar 
Direct PPN: 
PK 
PM 
PPN kurang bayar 

2.1.8 Pembebasan PPN 

Rp.200.000.000; 
Rp. 10.000.000; 
Rp.l90.000.000; 

Rp.200.000.000; 
Rp. 5.000.000; 
Rp.l95.000.000; 

Da1am rangka memberikan fasilitasi ke masyarakat, maka penggolongan 

PPN menurut Pasal 4A UU PPN, dapat dikelompokkan menjadi PPN tidak 

dikenakan, tldak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemarintab. 

1) PPN tidak dikenakan terhadap Barang dan Jasa Tertentu yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah 
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Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 

sebagahnana dimaksud dalam ayat (l) didasarkan alas kelompok-kelompok 

barang sebagai berikut: 

a. Barang hasil pertarnbangan atau basil pengeboran yang diarnbil langsung dari 

sumbernya~ 

b. Barang-barang kebutuhan poknk yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 

c. Makanan dan minuman yang dlsajikan di hotel, restoran, rurnah makan, 

warung dan sejenisnya; 

d. Uang, emas batangan, dan su:rat-surat berharga. 

Sedangkan penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertarnbaban Nilai 

sebagaimana dimaksud dahnn ayat (l) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa 

sebagai berikut: 

a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; 

b. Jasa di bldang palayanan sosial; 

c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;Jasa di bidang perbankan. 

asuransi. dan sewa guna usaha dengan hak opsi; 

d. Jasa di bidang kangarnaan; 

e. Jasa di bidang pendidikan; 

f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang teklah dikenakan pajak tontonan; 

g. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; 

h. Jasa di bidang tenaga kelja; 

i. Jasa di bidang perhoteJan; 

J· Jasa yMg disediakan oleh pemerintab dalarn rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum. 

2) PPN tidak dipungut, atas kegiatan di kawasan /tempat tertentu di dalarn 

daerah Pabean , meliputi: 

a. Penyerahan BKP/JKP tertentu 

b. lmpor Barang Kena pajak tertentu 

c. Pemanfaatan BKP tidal< berwujud tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean 

d. Pemanfaatan JKP tertentu dari Juar Daerah Pabean dalarn daerah pahean 
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3) PPN Dibebaskan, terdiri atas: 

a. Barang Kena Pajak Dibebaskan, rneliputi Buku pelajaran Urnum, Kitab 

suci dan Buku pelajaran Agama, Barang kebutuhan pokok, BKP Strategis. 

b. Jasa Kena Pajak Dibebaskan, meliputi: Jasa yang diterima oleh perusahaan 

pelayaran Niaga nasionaf atau perusahaan penangkapan Ikan Nasionai, 

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Aogkutan Udara Niaga nasional, Jasa 

perawatan atau reparasi kereta api yang dierima oleh PT,Kai, Jasa yang 

diserahkan kontraktor untuk pemborongan Rumah Sederhana, Rumah 

Sangat sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pandok Bara, asmma 

mahasiswa!Pelajar, serta perumahan lainnya., Jasa persewaan rumah susun 

sederhana, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, Jasa yang 

diserahkan oleh 1NI dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara 

wilayah Negara republik Indonesia. 

Dari kategori di atas, dapat disimpulkan babwa Buku-buku pelajaran 

umum, ldtab suci dan buku-buku pelajaran agama merupakan Barang Kena 

Pajak Tertentu yang atas impor dan atau penyerabannya dibebaskan dari 

peogenaan Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN). 

Berdasarkan penjelasan pas a! l6B UU PPN ayat (I) tujuan dan maksud 

diberikannya kemudahan/pembebasan dalarn bidang prupajakan pada 

hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar 

diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang 

berprioritas tinggi dalam skala nasional; mandorong perkemhangan dunia 

usaba dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta 

memperlancar pembangunan nasional. 

2.2. Pengertian Buku Pelajaran Umum 

Yang dimaksud dengan buku-buku pelajaran umum menurut PP RI 

No. 38 Tabun 2003 adalah buku-buku pellljaran pokok, peounjang dan 

kepustakaan yang dipergunakan oleh Taman Kanak-Kanak, Sekolab Dasar, 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertarna, Sekolah Lanjutan Trngkat Atas, Sekolah 

Lua:r Biasa, Perguruan Tinggi!Universitas, termasuk Sekolah Kejuruan. 
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Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah dan 

Pendidikan Keagamaan mulai Tingkat Dasar sarnpai dengan Perguruan Tinggi 

yang mendukung kurikulum sekulah. 

Sedangkan pengertian dasar atas buku-buku pelajaran pokok, 

penunjang, dan kepustakaan menurut Kep. Diljen pendidikan Dasar dan 

Menengah No. 042/C/!!Kep/79 sebagai berikut: 

1) Buku Pelajaran Pokok adalah buku-buku teks pelajaran yang berisi baban 

pelajaran suatu bidang studi yang digunakan sebagai buku pokok dalarn 

melaksanakan pembelajaran di sekolah baik bagi siswa rnaupun guru. 

2) Buku Penunjang atau Buku Pelengkap atau Buku Teks Pengayaan adalah 

buku-buku yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan sebagai 

bahan pengayaan bagi buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa 

maupun guru di sekolah. 

3) Buku Kepusrakaan adalah buku-buku yang dapet dikategorikan ke dalarn 

buku bacaan baik yang menunjang kurikulum (Standar lsi dan standar 

Kompetensi Lulusan) maupun bersifat umum, buku sumber yang dapat 

memberikan kejelasan tambahan mengenai suatu bidang ilmu maupun 

keterampil~ dan bacaan lainnya yang penerbitannya bersifat periodik. 

2.3 Kategori Buku yang Tidak Termasuk Bnku pelajaran Umnm 

Ada beberape jenis buku yang tidak termasuk dalarn ketegori buku 

palajaran umum menurut Pasal I Ayat (2) Kepmenkeu 353/KMK.OJ/2001 

yaitu sebagai berikut: 

l) buku hiburan, 

2) buku roman populer, 

3) buku sulap, 

4) buku iklan, 

5) buku promosi suatu usaha, 

6) buku katalog di luar keperluan pcndidikan, 

7) buku karikatur, 

8) buku horoskop, 

9) buku horor, 
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10) buku komik, dan 

ll) buku reproduksi lukisan. 

Buku-Buku yang tidak tennasik ke dalam buku pelajar.rn umum dapat 

dikstegorikan sebagai buku pelajaran umurn apabila buku-buku tersebut Ieiah 

disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional 

atau pejabat yang ditunjuk (Pasal J Ayat (3) Kepmeukeu 353!KMK.03/2001). 

2.4 Pengendalian Internalllnternal Control 

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of Tredway Commision 

(COSO), Internal Control atau pangendalian Internal adalah Sistem, struktur, a tau 

proses yang diimplementasikan oleh dev;.ran direksi, manajemen~ dan personil­

personil lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tujuan~tujuan pengendalian di dalam kategori-kategorii 

sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operas!, kehandalan pelaporan keuangan, 

sesuai dengan hukum dan peraturan yang barlaku 

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, kegiatan operasi yang 

efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

diperlukan Stuktur Pengendalian Internal yang baik. Komponen-komponen 

Struktur Pengendalian Internal adalali sebagai barikut (Graham, L : 2007): 

1) Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

1) Risk Asessment (Penilaian Resiko) 

3) Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

4) Information and Communication (Infonnasi dan Komunikasi) 

5} Monitoring 

Jika digambarkan malra Struktur Pengendalian Internal depat dilihat seperti pada 

gambar I. 

Penjelasan dari masing~masing komponen adalah sebagai berikut 

1) Komponen Lingkungan PengendaliauJControl Environment 

Komponen ini merupakan komponen yang paling penting dari semua 

komponen Struktur Pengendalian Internal. Control Environment yangjelak sering 

mengindikasiksr. kelemahan dari komponen-komponen lainnya. Selain itu 

Control Environment juga mencenninkan tingkat kesadaran dari pimpinan 
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organisasi tentang Pengendalian Internal. Control Environment terbagi lagi 

menjadi beberapa sub komponen sebagai berikul {Deddy NordiaWll!l:2007 ): 

a. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

b. Integritas dan nilai etis. 

c. Komitmen terhadap kompetensi. 

d. Dewan direksi atau komite audit. 

e. Struktur organisasi. 

f. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab. 

g. Kebijakan dan praklek slll1lber daya manusia. 

STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL 

Internal Control 
Structure 

I I I I 
Control Risk Control Information and Monitoring Environment Assessment Activities Communication 

I I 
Activities related to Activities related to 
financial reporting information processing 

I 
I I 

General Application 
Controls Controls 

Gambar l. Struktur Pengendalian Internal 

Sumber; WHkins()n eta!., 2000. 
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2) Komponen Penilaian Resiko!Risk Assessment 

Semua organisasi pasti menghadapi risiko bak internal maupun eksternal. 

Risk Assessment terdiri dari sub komponen sebagai barikut (Deddy 

NordiaW!lll:2007 ): 

a. Semua organisasi, tanpa memandang ukuran, struktur, atau industri, 

menghadapi risiko internal dan ekstemal yang signifikan. 

b. Komponen penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal terdiri dari 

idendfikasi dan analisa risiko yang relevan yang mungkin menghambat 

pencapaian tujuan secara keseiuruhan dan pencapaian tujuan unit organisasi 

dan pembuatan suatu rencana untuk menentukan bagaimana mengelola risiko 

tersebut. 

c. Manajemen tingkat atas harus ikut serta langsung dalam penilaian risiko. 

3) Komponen Aktivitas Pengendalian/ContrD/ Activities 

Sebuah organisasi harus menyusun kebijakan dan prosedur aktivitas 

pengendalian untuk memastikan para staf melakukan apa yang diarahkan oleh 

pimpinan. Sub-sub komponennya adalah sebagai berikut (Deddy Nordiawan : 

2007 ) : 

a. Kegiat.an yang berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah: Memberitahnkan 

rancangan dan penggunaan dokumen yang prenumbercd dan pencatatan, 

pemisahan tugas, otorisasi transaksi yang sesuai. pengamanan dan pengukuran 

kearnanan yang eukup, pemeriksaan independen terhadap kinelja, penilaian 

jumlah yang dicatat, review kinerja, 

Review Kinerja ini meliputi: membandingkan anggaran dengan nilai aktual, 

mengaitkan sekumpulan data yang berbeda - operasi atau keuangan satu sama 

lain, bersarnaan dengan ana!isa bubungan dan tindakan ponyelidikan dan 

perbaikan, mereview ldnerja fungsional 

b. Aktivitas yang berkaitan dengan pemrosesan infonnasi: pengendalian umum, 

pengendalian aplikasi. 
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4) Komponen lnformasi dan Komunikasifl;iformation and Comminication 

Data harus bisa diolah secara benar oleh sistem infonnasi organisasi sehlngga 

menjadi informasi yang handal) akurat, dan tepat waktu. Selain itu infonnasi~ 

infonnasi yang dihasilkan olen system harusdapat dikomunikasikan kepada pihak· 

pihak yang berhak dan membutuhkan informasi-informasi tersebut. Sistem 

penyampaiannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh 

pengguna infonnasi (Deddy Nordiawan:2007 ) : 

a. lnformasl harus diidentifikasi. diproses, dan dikomunikasikan sehingga 

personil yang bersangkutan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. 

b. Subobjectives di bawah ini memastikan bahwa metode dan pencatatan sistem 

info!masi akutansi mengbasilkan laporan keuangan yang dapat diandaikan: 

c. Semua transaksi yang dimasukkan untuk diproses merupakan transaksi yang 

valid dan telah disetujui. 

d. Semua transaksi yang valid dapat diketahui dan dimasukkan untuk diproses 

tepa! waktu dan dall!m detail yang memadai untuk memungkinkan klasifikasi 

transaksi yang baik. 

e. Data input dari semua transaksi yang dimasuk.kan merupakan data yang 

lengkap dan akurat> dengan transaksi yang dituliskan dalam monetary terms 

yangsesmu. 

f. Semua transaksi yang dimasukkan diproses untuk memperbaharui semua 

catatan yang terpengaruh. 

g. Semua output yang diperlukan disiapkan berdasarkan aturau yang sesuai untuk 

menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. 

h. Semua transaksi dicatat dalam periode akuntasi yang sesuai. 

i. Semua informasi harus dikomunikasikan dengan efektif ke seluruh organisasi 

ke semua personil yang tepat. 

j. Jnformasi dapat juga dikomunikasikan secara langsung, dengan grafik, dan 

secara elektronik. 

5) Komponen PengawasanJMonitoring 

Pengawasan dalam hal ini adalah berkaitan dengllll penilaian efektifitas 

struktur pengendalian internal secara periodik dan terns menerus uutuk melihat 
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apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan 

keadaan. lnformasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai 

sumber meliputi studi atas struktur pengendalian internal, laporan audit internal~ 

laporan penyimpangan, dan lain-lain (Deddy Nordiawan:2007 ). 
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GAMBARAN UMUM PUSAT PERBUKUAN 
DF.PDIKNAS ,JAKARTA 

3.1. Sejarab Pusat Perbukuan 

3.Ll Latar Belakang Pendirian Pusat Perbukuan 

28 

Pembentukan Pusat Perbukuan dilatarbelakangi oleh kebuluban adanya 

sebuah lembaga, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan 

(Depdikbud) saat itu, yang khusus menangani tugas berat dalam pengadaan buku 

pelajaran bagi jenjang padidikan dasar dan menengah. Pusat Perl:mkuan dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden Rl No. 4 Tahun 1987, dengan kedudukan, tugas 

dan fnngsinya diatur Jebih lanjut dalarn Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 0274/0/1987. Dalam keputusan Mendikbud tadi discbutkan 

bahwa Posat Perbukuan adalah pelaksana tugas di bidang perbukoan yang berada 

Jangsung di bawah Mendikbud. Narmm dalam Kepres No. 4 tahun !987 tadi, 

terdapat paling tidak tiga pusat lain yang terlibat dalarn urusan perbukoan, yaitu 

Pusat Pembinaan Perpustakaan, Pusat Tekuologi Komunikasi Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Pusat Graflka. Keadaan ini mendorong diterbitkannya Surat 

Edaran Mendikbud No. 57/MPK/87 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa 

perumganan masalah perbukuan di Jingkungan Depdikbud berada dalam satu 

Iangan, yaltu Pusat Perbukuan, dan seluruh kegiatan perbukuan yang dilakukan 

satuan keJja di luar Pusat Perbukuan diharapkan berkoordinasi dan 

dikonsultasikan dangan Pusat Perbukoan. Tugas koordinasi kegiatan perbukuan 

Pusat Perbukoan ini kemudian semakin ditegaskan melalui Kepmendikhud No. 

0787/011987, dimana tugas koordinasi tersebut dapat berbentuk pengarahan, 

pemberian pedoman/petunjuk, konsultasi atau laporan terhadap kegiatan penulisan 

naskah, peneljemahan, penilaian, seleksi, produksi, pengadaan dan distribusi 

huko. 

3.1..2 Restrukturisasi Pusat Perbukuan 

Sejak berdirinya Pusat Perbukuan paling tidak mengalarni tiga kali 

res!rukturisasi. Pertarna pada tahun 2000 (Kepmendikoas No. 010/012000) Pusat 
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Perbukuan mengalami pe1eburan stuktur organisasi, dari semula terdapat empat 

bidang teknis diperkecil menjadi dua bidang teknis. Dua bidang Pengembangan 

Naskah (ilmu sosial dan eksakta) digabung menjadi Bidang Pengembangan 

naskah, sedangkan Bidang Pengadaan dan Bidang Distribusi digabung menjadi 

satu. Selain itu di Pusat Perbukuan telah dibentuk kelompok tenaga fungsional. 

Restrukturisasi kedua terjadi tidak lama kemudian yaitu pada tahun 2001 

dan cukup signiflkan (Kepmendiknas No. 1751012001. Bidang Pengcmbangan 

Naskah diberl beban tambahan yaitu pengendalian mutu dan berubeh menjadi 

Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku. Sedangkan Bidang 

Pengadaan dihapus, diganti dengan bidang Teknologi dan lnformasi Perbukuan. 

Pusat Perbukuan mendapat fungsi bam yang cukup penting adalah 

mengembangkan teknologi perbukuan. Selain itu dibentuk kelompokjabatan bam 

setingkat eselon IV, yaitu Kasubbidang. 

Restrukturisasi terakbir dilakukan pada tahun 2005 (Peraturan Mendiknas 

No. 23 Tahun 2005), dimana fungsi pengembangan teknologi dihilangkan dan 

hanya mengelola informasi perbukuan, Berdasarkan Permendiknas tersebut, Pusat 

Perbuknan adalah unsur pelaksana tugas bidang perbukuan di Departemen 

Pendidikan Nasional. Pusat ini dipimpin oleh seorang kepala dan berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepeda Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris 

Jenderal Pendidikan Nasional. 

3.1.3 Pusat Perbukuao dan Lembaga Lain 

Selama 20 tahun berkiprah Pusat Perbukuan, paling tidak terdapat tiga 

!embaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam kaitan pengembangan perbukuan 

nasional. Ketiga lembaga ini sangat berpengaruh secara sigoifikan terhadap 

eksistensi dan kinelja Pusat Perbukuan. Pertama adalah Badan Pertimbangan 

Pengembegan Perbuknan Nasional (BPPBN), yang dibentuk pada tahun 1978 

melalui Keppres No.5 Tahun 1978. BPPBN merupakan lernbaganon struktural di 

lingkangan Depdikbud saat itu yag bertugas menelaah, menilai masalah 

perbukuan nasional dan mernberikan saran, pertimbanagan dan rekomendasi 

kebijakan perbukuan, Beberapa RUU telah dihasilkan oleh BPPBN, yaitu RUU 

Perbukuan, RUU Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan RUU Perpustakaan. Dua 
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RUU terakhir telah disahkan, rnasing-masing UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah 

Terima Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan yang baru saja disahkan pada 

bulan Oktober 2007 yaitu UU No. 43 tentang Perpustakaan. Semula BPPBN 

bersekretariat di Pusat Pembinaan Perpustakaan, kemudian pada tahun 1992 

dialihkan ke Pusat Perbukuan. Dua dasawarsa BPPBN telah ban yak memberikan 

peran dalam perkembangan perbukuan nasional. Saat ini peran BPPBN tersebut 

dilanjutkan oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Banyak 

rekomendasi BPPBN yang belum teralisasikan dan menjadi tugas Pusat 

Perbukuan ke depan. 

Lembaga kedua adalah Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 

yang didirikan dengan PP No. 48 tahun 1985. Perum Balai Pustaka sangat 

berperan dalam pengadaan buku, terutarna buku leks pelajaran, dan distribusinya 

Terkait dengan penerbitan buku pelajaran, pada awalnya hek penerbitan diberikan 

hanya kepada Perum Balai Pustaka melalui Kepmendikbud No. 06891M/1990 

tentang hak penerbitan buku pelajaran dan buku bacaan basil proyek di 

lingkungan Depdikbud. Selanjutnya melalui Kepmendikbud No. 0441U/l994, 

diberlkan izin pelaksanaan kerjasama dengan swasta berkenaan dengan cetak 

ulang buku pelajaran yang diterbitkan oleh Perum Balai Pusteka. 

Petunjuk peleksanaannya lebih jauh diatur dalarn Kep. Sejen Mendikbud 

No. !8617/AIR/1994. Selanjutnya peran swasta nasional semakin dilibatkan 

dengan pemberian izin penerbitan buku leks utama mala pelajaran tertentu yang 

tidak diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pusat Perbukuan ditugaskan 

membentuk tim penilain dan seleksi buku teks utarna dengan kewenangan 

menetapkan diberikan kepada Diljen Pendidikan Daaar dan Menengah. 

Pada tahun 1996, melalui Peraturan Pernerintah No. 66 tahun 1996, dalam 

rangka meuingkatkan efisiensi dan efektifitas serta agar dapat lebih berperan serta 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Perum Balai Pustaka dialibkan bentuknya 

menjadi perusahaan Perseroan (PT. Balai Pustaka) yang dikelola berdasarkan 

prinsip-prinsip pengelolaan pemsahaan. Dengan demikian PT Balai Puslaka tidek 

lagi memliki hek esklusif dalam penerbitan naskah dan/atau buku teks pelajaran. 

Sedangkan keterlibatan pihak swasill dalam penerbitan buku-bulru yang bukan 

bulru pelajarau, basil proyek di lingkungan Depdikbud, diatur dalam 
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Kepmendikbud No. 0208/P/!999,, dimana penyerahan hak dilakokan o!eh Pusat 

Perbokuan, Untuk itu Pusat Perbokuan membuat kelompok Ke~a Tingkat Pusat 

yang menelaah, menyeleksi dan mengusulkan naskah yang layak diterbitkan 

(Kepkapusbuk 912blll.l/U/1999), 

Lembaga ketiga adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang 

dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. BSNP merupakan lembaga mandiri, profesional dan 

bertugas mengembangkan, memantau dan melaporkan standarisasi pendidikan 

termasuk dalam hal ini mutu huku teks pelajaran, Merujok pada Peraturan 

Mendiknas No. 23 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di 

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, salah satu fungsi Pusat Perbukaun 

adalah pengendalian motu buku pendidikan. Namun sejak disahkannya UU No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005 tenlang Standar Nasional Pendidikan, kebijakan 

penilaian buku teks pelajaran yaitu menyangkut kelayakan isi, bahasa. penyajian, 

dan kegrafikaan dilaksaakan oleh BSNP maka tugas Pusat Perbokuan dalam 

pengendalian mutu boku pendidikan, dalam hal ini boku leks pelajaran, adalah 

sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan tersebut. 

3.2. Prolll Pusat Perbukuan 

Pusat Perbokuan Departernen Pendidikan Naalonal merupakan salah satu 

pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalarn menjalankan Tugas 

Pokoknya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 2005, tanggal 15 Nopamber 2005 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Pusat-Pusat Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas dan 

Permendiknas Nomor 27 tahun 2006 tentang Rincian Togas Pokok Pusal 

Perbokuan, 19 Juli tanggal 2006 serta Keputusan Menter! Pendidikan Nasional 

Nomor 9/MPN.A41 KP/2006 langgal 14 Mru:et 2006, tentang pengangkatan 

Kepala Pusat Perbokuan Departemen Pendidikan Nasiooal, 

Secara umum Tugas Pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab 

Pusat Perbokuan Departemen Pendidikan Nasional adalah melaksanakan 

pengembangan, pengendalian mutu, pengelolaan informaal perbokuan, koordinasi 
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serta fasilitasi perbulruan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. 

Dalarn melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pusat Perbukuan menyelenggarakan 

fangsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perbukuan; 

2) Pengembangan naskah, penulisan, dan penerjemahan buku; 

3) Pengendalian mutu baku pendidikan; 

4) Pengelolaan informasi perbukuan; 

5) Koordinasi dan fasilitas perbukuan; dan 

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat 

Visi: 

Menjadikan lernbaga yang terpercaya dalam menjamin buku pendidikan yang 

berkualitas, harga terjangkau, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

Misi: 

1) Mengembangkan standar mutu buku pendidikan 

2) Melaksanakan pengendalian mutu buku pendidikan 

3) pelayanan informasi perbukuan nasional 

4) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perbakuan 

5) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perbukuan 

Pusat Perbukuan adalab unsur pelaksana Tugas Pokok tertentu 

Departemen di bidang perbulman. Pusat dipimpin oleh seorang Kepala, yang 

berada di bawab dan bartanggung jawab kepada Menteri melalui Sekertaris 

Jenderal. Lingkup layanan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan 

kegiataannya, terutarna meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan 

perbukuan; pengendalian mutu perbukuan, dan layanan informasi perbukuan. 

Beberape aktivitas yang telab dilaksanakan Pusat Perbulruan, antara lain berupa: 

I) Penilaian buku teks pelajaran yang layak ajar (terstandar); 

2) Penilaian buku nonteks pelajaran yang Jayak ajar (terstandar); 

3) Pengalihan hak cipta buku teks pelajaran layak ajar (terstandar); 

4) Sayembara penulisan naskab baku pengayaan; 

5) Penelaaban buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN); 

6) Penyusunan naskab model buku teks pelajaran; 
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7) Pengembangan peta kansep; 

8) Penyusurum naskllh buku panduan pendidik; 

9) Penerjemahan buku berbahasa asing; 

1 0) Penyusunan rancangan undang~undang sistem perbukuan nasional; 

11) Pengkajian keterbaJ:aan buku leks pelajaran Ia yak ajar hasit penilaian, dan 

pemanfaatan buku hasil sayembara; 

12) Seminar pengembangan perbukuan; 

13) Penyebar1uasan informasi perbukuan; 

14) Peningkatan sumber daya manusia penge1ola perbukuan; 

15) Fasilitasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan referansi (buffer stock). 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleb Pusat Perbukuan merupakan 

bentuk layanan kepada Iembaga-1embaga unit kerja di lingkungan Departemen 

Pendidikan Nasional, lembaga/dinas pendidikan provinsi dan kabupatenlkota, 

sekalah dan perguruan tinggi negerilswasta, serta stakeholder perbukuan (penulis, 

penerbit, percetakan> toko buku, penerjemah; editor. ilustrator. dan desainer). Hal 

ini dimaksudkan agar layanan yang diberikan dapat meningkatksn mutu 

perbukuan. 

3.3 Struktur Organisasi Pusat Perbukuan, Dcpdiknas, Jakarta 

Struktur Organisasi Pusat PerbukUiln mengaeu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2005. 

Berdasarkan Perrnendiknas No. 23 tahun 2005, pada Pusat Perbukuan 

terjadi perubahan fungsi dari perumusan kebijakan teknis di bidang perbukuan 

(Kepmendiknas No. 0101012000) diganti menjadi hanya penyiapan bahan 

perumusan kebljkan perbukuan. Fungsi perumusan kebijakan diserahkan kepada 

BSNP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Demikian pula 

fungsi pe1aksanaan seleksi buku teks pelajaran, berdasarkan Permendiknas Nomor 

II tahun 2005, diserahkan ke BSNP. 
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Kepala Pnsat Perbukuan 

Bagian Tatn Usaha 

Wakil Manajeman 
I Mutu/Penjantinan Mutu 

Sub Baglan Sub Baglan ;ub Bagi!ln 
Rumah ra:taJaksana & Keuangan 
Tangga Kepegawaian 

I 
Bidsng Pengembangan Naskah dan Bidang lnformasi 

Pengendalian Motu Buku Perbukuan 

I I 
Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang SubBidang 

Pengembangan Pengendalian Mutu Data Perbukuan 'clayanan lnforma! 
Naskah Buku 

I I 
)ivisi Perencanaan dai Kelompok Jabatau Divisi Teknofogl 

Bina Progmm Fungsional Perbulruan 

Gambar 2. Stndctur Organisasi Pusat Perbukuan 

Suruber: Pennendiknas No. 24 Tahun 2005 

3.4 Tllgas dan Fungsi Pusat Perbukuan 

Pusat Perbukuan bertekad menerapkan Sistern Mmlajemen Mutu ISO 

9001:2000 agar menjadi lembaga perbukuan yang unggul, marnpu mewujudkan 

visi dan misi dalam pengembangan, pengendalian mutu, pengelolaan informasi 

serta pelayanan yang prima dengan mengoptirnalkan sumber daya di lingkungan 

Pusat Perbukuan. Untuk itu, selurub karyawan Pusat Perbukuan akan selalu 

melakukan perbeikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan sesuai persyaratan 

pelanggan, peraturan yang berlaku, dan sistem manajeman mutu. 

Daiam kegiatan sehari-hari, Pusa.t Perbukuan menerapkan Core Value 

"Percayakan Untuk Pengendalian Mutu Selurub Buku Pendidikan Urusan Karni". 
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Dengan menetapkan dan mensahkan kebijakan mutu, Kepala Pusat Perbukuan 

momastikan bahwa kebijakan mutu: 

I) te!ah sesuai dengan tujuan Pusat Perbukuan; 

2) mencakup ikrar perlibatan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan terus 

menerus memperbai ki keefektfan sistem ma:najemen mutunya; 

3) menyediakan kerangka kerja untuk menatapkan dan meninjau sasaran mutu; 

4) dikomunikasikan dan dipahami oleh semua karyawan di Pusat Perbukuan dan; 

5) ditinjau teros menerus agar tetap sesuai. 

Sasaran Mum disusun sebagai tolok ukur pencapaiau produk Pusat 

Perbukuan. Sasaran Mutu ditetapkan berdasarkan kondisi objektif dan upaya 

menjarnin buku pendidikan yang berkualitas, harga teijangkau, dan tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. Pencapaian Sasaran Mutu Pusat perbukuan dilakukan 

mulai tanggal I April 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Berikut 

perlncian sasaran Mutu Pusat Perbukuan. 

a. Pengernbangan Naskah 

I) Tersedianya naskah mooel buku pelajaran sebanyak 15 naskah 

2) Tersedianya naskah buku panduan pendidik sebanyak 4 naskah 

3) Tersedianya naskah buku pengayaan pemenang basil sayemham sebanyak 

S4naskah 

4) Tersedianya huku te~emahan bahasa asing basil subsidi sebanyak 20 buku 

b. Pengendalian Mutu Buku 

I) Tersedianya buku nonteks pelajaran (pengayaan, karnus, panduan 

pendidik) terstandar sebanyak 300 buku 

2) Tersedianya buku teks pelajaran terstandar sebanyak 21 mata pelajaran 

3) Tersedianya buku teks pelajaran Jayak ajar basil pemhelian hak eipta 

sebanyak 160judul buku. 

4) Tersedianya buku basil pemberian rekomendasi untuk pembebasab 

pangenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 200 judul buku. 

c. Layanan lnformasi Perbukuan 

Produk lnformasi: 

I) Penerbitan Baban lnformasi sebanyak 22.000 eksemplar 

2) Sosialisasi Penilaian ke 33 provinsi 
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3) Sosialisasi pelllllDfaatan Buku di sekolah di 10 provinsi 

4) Pernngembangan data base perbukuan sebanyak 3 !aporan 

5) Seminar pernngembanagan Perbukuan di 4 provinsi. 

3.5 Kebijakan Penelaaban Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan 

Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Dalam kaitannya dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan dalam 

hal ini di Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku rnengadakan salah satu program 

kegiatan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk 

mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 

institusi pendidikan ataupun dari badan-badan lain (PT, CV) sejak tahun 2003. 

Menurut PP No. 146 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4, Barang Kena 

Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertllmbahan Nilai dan 

Keprneukeu Rl No. 353/KMI<.0312001 pasal 4 tentang batasan buku-buku 

pelajaran umum, kitab suci~ dan buku~buku pelajaran agama yang atas impor dan 

atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan P'\iak Pertarnbahan Nilai 

menyatakan tentang kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berlaku 

untuk impor dan atau penyerahan buku peiajaran umum, kitab suci~ dan buku 

pelajaran agarna. Selain itu, kebijakan pembebasan Pajak Pertarnbahan NiJai juga 

berlaku untuk buku-buku yang tidak termasuk pengertian buku pelajaran umum 

setelah mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang 

ditunjuk (Kepmeukeu Rl No. 3531KMK.03/2001 pasall ayat 3). 

Rekomendasi diperlukan untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas 

impor untuk buku pelajaran umurn, kitab suci dan buku pelajaran agama (SE 

Dbjen Bea Cukai No. S-603/BC/2005) dan untuk penyerahan buku pelajaran 

umum (Rapat Pusat Perbuknan dengan Staf Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

serta staf Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 2 November 2006). 

Untuk memperoleh pembebasan Pajak Pertarnbahan Nilai tersebut 

diperlukan rekomendasi untuk buku-buku yang berkategori buku pelajaran umum 

dan pengesahan untuk buku-buku yang sebelumnya berkategori bukan buku 

pelajaran umum. Rekomendasi dan pengesaban diberikan dari Menteri Pendidikan 
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Nasional atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Pusat Perbukuan. 

Landasan hukum sebagai dasar kerja pemberian rekomendasi dan pengesahan 

buku pelajaran umurn untuk mendapatkan pembebasan PPN dapat dilihat dalam 

Peta Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan Buku pelajaran Umurn untuk 

Mendapatkan Pembebasan PPN. Peta Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan 

Buku pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN terlampir. 

Pusat Perbuk:uan akan menerbitkan rekomendasi dan pengesahan sebagai 

buku pelajaran umum berdasarkan penelaahan terhadap buku-buku yang 

dimohonkan untuk mendapatkan pernbebasan pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai, haik buku yang berasal deri impor maupun berasal deri penyerahan dalam 

negeri, Sebagai panduan agar proses pemberian rekomendasi sebagai buku 

pelajaran umum tepat sasaran, maka kerja deri Tim Penelaah buku didasarkan 

pada sebuah pedoman tentang pemberian rekomendasi sebagai buku peJajaran 

umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai. 

3.5.1 Sasaran 

Mengingat buku-buku pelajaran umum merupukan sarana yang sangat 

penting dalarn proses pendidikan dan pada sisi yang lain keadaan keuangan negara 

juga perlu diperhatikan, penerapan kebijakan mengenai pengesahan buku 

pelajaran wnum yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan deri 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilal (PPN) perlu dilalrukan secara hati-hati dan 

selektif. Kehati-hatian dan selektivitas tersebut diperlukan demi tercapainya 

peningkatan mutu pendidikan dan terpeHharanya keadaan pernasukaan keuangan 

negara, 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sasaran yang akan dicapal melalui 

kegiatan pengesahan buku pelajaran umum ini adalah sebagal berikut: 

a. Tersedianya buku-buku berkategori palajaran wnum yang dapat membantu 

dan menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah dalarn rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Tersedianya bnku-buku berkategori buku pelajaran umum yang alas impor dan 

atau penyerahannya layak diberikan pembebasan pengenaan Pajak 

pertarnbahan Nilai (PPN). 
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c. Mengupayakan terwujudnya harga baku berkategori palajaran umum yang 

dapat terjangkau oleh masyarakat dengan tidak megabaikan mutu baku dari 

herbagai aspekuya. 

d. Menggairahkan minat baca masyarnkat dalam rangka menggalakkan kualitas 

penerbitan dan percetakan buku-buku impor berkategori pelajaran umum. 

3.5.2 Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku 

Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). 

Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku 

Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah sebagai berikut: 

I) Pemohon mengajukan sur at pennohonan rekomendasi sebagai huku pelajaran 

umum. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Menteri 

Pendidikan Nasional. 

2) Sekretariat Pelaksana Pusat Perbukuan akan melakukan administrasi 

penerimaan surat pennohonan sesuai dengan ketentuan tata administrasi yang 

herlaku di Pusat Perbukuan yakui sebagai herikut. 

(!) Pemeriksaan kesesuaian sura! pennohonan dengan syarat-syarat 

administratif sebagaimana tercantum dalam sub bab A. Surat pennohonan 

yang tidak lengkap, akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon. 

(2) Proses penelaahan terhadap baku-baku yang diajukan dilakukan oleh Tim 

Pene!aah setelah syarat-syarat administrasi dipenuhi dan hasi!nya 

dituangkan dalarn Berita Acara. 

3) Berdasarkan berita acara penelaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan 

menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum. 

4) Berdasarkan sura! rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk 

mendapatkan pemhebasan PPN, Pemohon mengurus penyelesaian bailUlg 

impomya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat 

pemasukan barang. Kemudian, untuk buku penyerahan dalam negeri 

penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. 
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5) Untuk buku-buku yang tidak terrnasak dalam kategori baku pelajaran umum 

namun telah disahkan oleh Pusat Perbakuan sebagal buku pelajaran umum, 

berdasarkan surat pengesahan tersebut Pemohon selanjutnya mengajukan 

perrnohonan untuk mendapatkan Sural Keputusan Bebas {SKB) Pajak 

Pertarnbahan Nilal di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pclayanan Pajak 

setempat. 

6) Berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pemohon 

dapat menyelesaikan proses impomya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak setempat 

untuk baku penyerahan dalarn negeri. 

7) Bagi buku-buku yang sudah pemah mendapatkan rekomendasi, apabila 

diajukan permohonan rekomendasi lagi) dapat dikeluarkan surat rekomendasi 

baru dari Kepala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional tanpa 

perlu dilakukan pengkajian ulang dengan mengacu pada berita acara 

penelaahan buku yang sudah ada. 

Jika dlgambatkan maka Prosedur Pemberian Rekomendasi dan 

Pengeaahan sebagai Baku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat seperti pada garnbar 3. 

3.5.3 Persyaratan Administras:i Permohonan 

Pemohon rekomendasi adalah: 

I) Orang atau badan hukum yang melakukan impor buku; atau 

2) Orang atau badan hukum yang menerima penyerahan baku dalarn negeri. 

Persyaratan administrasi Wltuk mendapatkan rekomendasi adalah sebagai berikut. 

l) Pemohon yang melakukan impor baku wajib memenuhi persyaratan­

persyaratan administrasi sebagal berikut: 

• Mengajukan surat permohonan yang dilampiri data atau inforrnasi baku 

meliputi : jumlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun 

penerbitan, sasaran peruntukan buku. Data atau infurmasi buku tersebut 

diserahkan dalam bentuk compact disc (CD)dan hard copy-nya kepada 

Pusat Perbukuan 
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Pemohon Mengajulom 
Surat Perntohonan 

Rekomeodasi 

l 
Proses Adminlstn.si 

Surat Masuk Sesuai Tata 
Administrasi yang Berlaku 

di Pusat Perbukuan 

! 
Proses Penelaahan 
oleb Tim Penelnah 

Surat Rekomendasi 
Kepala Pusat Perbnkuan 

/~ 
jluku Pelajaran Umum I 3ukan Buku Pelajanm 

Jmum yang disahkan 
ebagai Buku Pelajaran 
Jmum 

tantor Pengawasan dan 'antor Pelayanan Pajak A.engajukan Permohonan 
)elayanan Bea dan Cukai mtuk pcnyelesaian buku ;urat Keputusan Bebas 
mtuk penyelcsaian buku 1enyerahan dalam negeri SKB) PPN di Direktorat 
mpor enderal Pajak/KPP 

I SKB PPN 

Gambar 3. Prosedur Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum 

untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

Sumber: Pedoman Pernherian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan 

Pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai 
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• Melengkapi surat pennohonan dengan melampirkan dokumen pendukung 

sebagai berikut: 

(I) Sura! keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang 

dapat atau tidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke \vilayah 

negara kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Surat izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagungan Republik 

Indonesia apabila bukn-baku yang diimpor adalah baku-buku yang 

berbahasa Indonesia. 

(3) Salinan (futo copy) identitas pemohon (seperti KTP , SIUP). 

(4) Contoh buku untuk masing-lllllSing jndul baku yang diajukan 

sebanyak I (satu) eksemplar setiap judul buku. Apabila eontoh buku 

tidak dapal disampaikan maka sebagai gantinya pemohon wajib 

menyampaikan abstrak:si I resume isi buku, Buku-buku contoh yang 

relah diserahkan kepada Pusat Perbuknan sebagai lampiran surnt 

permohonan menjadi arsip Pusat Perbukuan. 

(5) Salinan (foto copy) dokumen impor berupa Invoice, Bill of Lading 

(BIL) atau Airway Bill (A WB). 

(6) Salinan (foto copy) dokumen kuntrak pembelian atau dokumen yang 

dapat dipersamakan. 

(7) Salinan (foto copy) dokumen pembayaran, berupa Letter of Credit 

(UC) atnu bakti transfer lainnya yang berkaitan dengan pembayaran 

impor. 

• Dalam hal buku yang diimpor merupakan hibah dari pihak-pihak di luar 

negeri maka dokumen pendukung tarnbahan yang perlu dilarnpirkan 

adalah salinan surat keterangan/pemyataan hibah darl pihak donatur atau 

dokurnen sejenis yang dapat dipersarnakan. 

2) Pemohon yang menerima penyerahan bukn dalam negeri, wajib memenuhi 

persyaratan administrasi sebagai berikut: 

• Mengajakan surat parmohonan yang di!arnpiri data atau informasl 

baku, meliputi jumlah dan judul bukn, nama penulis, nama penerbit, 

tahun penerbitan, sasaran peruntukan bukn. Data atau infotl11llSi bukn 
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tersebut diserahkan dalam benruk compact disc (CD) dan hard copy­

nya kepada Pusat Perbukuan 

• Mengajukan surat pennohonan yang dilampiri dokumen pendukung 

berupa 

(l) Salinan (foto copy) identitas pemohon (seperti KTP, SIUP). 

(2) Contoh buku sebanyak 1 (satu) eksemplar masing-masing judul 

buku. Buku-buku contoh yang telah diserahkan kepada Pusat 

Perbukuan sebagai lampiran surat pennohonan menjadi arsip Pusat 

Perbukuan. 

3.5.4 Ruang Lingkup Aspek Penelaahan 

Pemberian rekomendasl sebagai buku pelajaran umum meliputi 2 (dua) 

kategori buku sebagai berikut. 

I) Buku pelajaran umum yang berasal deri impor dan buku pelajaran umum 

penyerahan dalarn negeri; 

2) Buku yang tidak tennasuk dalam kategori buku pelajru:an umum. 

Pusat Porbukuan akan melakukan penelaahan aspek administratif dan 

tekuis terhadap kedua kategori buku tersebuL Penelaahan dilakukan terhadap 

buku-buku yang masuk dalarn kategori buku pelajaran umum dan buku-buku yang 

tidak tennasuk dalarn kategori buku pelajaran umum. 

(1) Penelaahan Buku Pelajaran Umum yang Berasal dari Impor dan dari 

Penyerahan Dalam Negeri untuk Direkomendasikan 

Pemeriksaan terhadap buku pelajaran yang berasal deri impor meliputi aspek 

administratif dan tekuis. 

a. Pemeriksaan aspek administratif meliputi: 

(I) Kelengkapan isi sura! permohouan; 

(2) Kelengkapan lampiran dokumen pendukung. 

b. Pemeriksaan aspek teknis sebagaimana tercantum dalam Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 353/KMK.03/2001 

meliputi: 

(!) Kesesuaian buku yang diajukan dengan jenis-jenis buku yang 

tergolong buku pelajaran umum; 
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(2) Kesesuaian isi buku dengan jenjang sekolah taman kanak-kanak, 

sekolah dasar> SLTP~ SLTA. SLB, Perguruan TinggiiUniversitas* 

SMK, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar 

Sekolah; 

(3) Menduktmg kurikulum sekolllh sebagaimana tersebut pada butir b. 

Apabila semua aspek administratif dan teknis di atas telah dipenuhi oleh buku 

yang ditelaah maka buku tersebur dapat direkomendasikan sebagai buku 

pelajaran umum. 

(2) Penelaahan Buku yang Tidak Termasuk dalam Kategori Buku Pelajanm 

Umum untuk Disabkan sebagai Buku Pelajaran Umum 

Untuk pengesahan buku-buku tersebut diperlukan penelaahan yang 

lebib mendalam daripada buku-buku yang sudah termasuk dalam kriteria 

sebagai buku-buku pelajlllllll umum. Penelaahan meliputi berbagai aspek 

antara lain materi, penyajian) dan bahasalgambar. 

Sebelum dilakukun penelaahan, pemeriksaan administratif tetap dilakukan 

sebagai standar pemeriksaan baku yang meliputi: 

(I) Kelengkspan isi surat permo han an; 

(2) Kelengkapan lampiran dokumen pendukung; 

Penelaahan aspek teknis dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan 

akademik berikut (Kepmenkeu Rl NO. 35;JIKMK.0312001). 

L Kesesuaian buku yang diajukun dengan jenis-jenis buku yang tergolong 

buku pelajaran umum; 

2. Kesesuaian isi buku dengan jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, SLB, Pergurnan TinggVUniversitas, SMK, 

Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah; 

3. Mendukang kurikulum sekolah sebagaimana terse but pada butir b; 

4. Kelayakan buku dari aspek materi, penyajlan, dan bahasalgambar 

meliputi: 

a. Aspek Marerillsi 

(I) Bermanfaat bagi pendidikan; 

(2) Sejalan dengan nilai-nilai moral dan kultural; 
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(3) Memiliki kebenaran konsep keilmuan; 

(4) Memotivasi belajar, berpikir, dan kreativitas~ 

(5) Mendukung kesatuan bangsa; ' 

(6) Membentuk kepribadian positif. 

Aspek Penyajian 

(I) Sistematis dan logis; 

(1) Menarik, edukatif~ dan imajinatif; 

(2) Mudah dipahami; 

(3) Mendorong minat baca 

(4) Ohjektif dan kontekstual. 

Aspek Bahasa/Gambar 

(l) Bahasa/gambar komunikatif; 

(!) Bahasa/gambar memperjelas materilisi. 

Apabila semua aspek administratif dan semua aspek materlflsi ditambah 

minimal 3 (tiga) aspek penyajian, I (satu) aspek bahasa/gambar telah 

dipenuhi oleh boku yang ditelaah, maka buku tersebut dapet disahkan 

dan direkomendasikan sebagai buku pelajaran umum. 

3.5.5 Keanggotaan dan Masa Tugas Titn Penelaah 

Tim Penelaah adalah tim yang bertugas menelaah buku-buku yang 

diajukan oleh pemohon rekomendasi . Tim ini diangkat dan bertanggung jawab 

kepeda Kopala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Tim Penelaah terdiri alas unsur dari Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional; Biro Huklllll dan Organisasi, Sekretariat Jenderal 

Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat Jenderal Pajak Depertemen 

Keuangan; Direk:torat Jenderat Bea dan Cukai Departemen Keuangan; dan ahii 

bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, 

Bahasa, serta T okuologi lnformasi. 

Tim Penelaah Boku Pembebasan Pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai 

bertugas selama 1 (satu) tahun sesuai tahun anggaran. Tim diangkat dan 

ditetapkan oleh Kepala Pusat Perbukuan, Depertemen Pendidikan Nasional 
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3.5.6 Tugas dan Fungsi Tim Pene1aah 

Dalam proses penelaahan buku-buku yang akan dibebaskan pajak 

pertambahan nilainya, Tim Penelaah bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut. 

(I) Memeriksa kelengkapan perS)'1!1'8tan adminislrasi buku yang diajukan oleh 

pemohon rekomendasi. 

(2) Menelaah buku yang diajukan oleh pemohon rekomendasi berdasarkan aspek 

teknis yang telah ditetapkan dalarn pedoman pemberian rekomendasi sebagai 

buku pelajaran umum. 

(3) Mengusulkan buku-buku yang dapat direkomendasikan sebagai buku 

peJajara.n umum, 

(4) Menandalangani Berita Acara Penelaahan Buku dan melaporkan kegiatan 

penelaahan buku kepada Kepala Pusal Perbukuan. 

3.5. 7 Hasil Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi dan Pengesaban 

sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaao. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai 

Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) oleb Pusat Perbukuan sudah dilaksanakan sejak lahun 2003, Hasil-basilnya 

dapat dilihat dalarn Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran 

Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2008. 

Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk 

Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2008 terlarnpir. 
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A1'1ALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Analisis Prosedur Pemberian Rekomendasi 

4.1.1 Analisis pada saat Pemuhon Mengajukan Surat Permohonan 

Rekomendasi. 

Seperti Ielah dijelaskan sebelumnya, pemohon rekomendnsi adalah orang 

atau badan hukum yang melakukan impor buku atau orang atau badan hukum 

yang menerima penyerahan buku dalam negeri. Pada awalnya pemohon 

mengajukan surat permohonan rekornendasi sebagai buku pefajaran umum dengan 

melengkapi persyaratan administrasi baik untuk. pemohon sebagai impor buku 

ataupun pemohon yang menerima penyerahan dalam negeri. Surat pennohonan 

ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional. 

Pemohon rekomendasi pada rnnumnya mengetahui surat permohonan 

ditujukan lrepadn Kepala Pusat Perbukuan setelah menerima sural pemberitahuan 

dnri pihak Direktorat Jenderal Pajak maupnn Bea Cukai. Pada tahap ini pamohon 

membawa surat pennohonan yang langsung dibawa ke Subbid Pengendalian 

Mutu Buku namun ada juga yang melalui bagian pencatatan sural masuk Pusat 

Perbukuan yaitu di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usalra Pusat 

Perbukuan. 

Pada tahap ini pada umumnya tidak terjadi kendala karena sifat dari 

pengajuan surat permohonan rekomendasi adalah terbuka untuk umum dan tidak 

dikenakan biaya karena kegiatan pemberian rekomendasi ini merupakan suatu 

bentuk dari pelayanan Pusat Perbukuan terbadap publik dalam hal ini orang atau 

badan hukum yang melakukan impor buku maupun orang atau badan hukum 

yang menerima penyerahan buku dalam negeri. 
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4.1.2 Analisis Proses Administrasi Surat Masuk sesuai Tata Administrasi 

yang Berlaku Di Pusat Perbukuan. 

Sural permohonan ada yang langsung dibawa ke Subbid Pengendalian 

Mutu Buku namun ada juga yang diserahkan ke bagian pencatatan surat masuk 

Pusat Perbukuan yaitu di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha Pusat 

Perbukuan. Pada dasarnya kondisi lni tidak menjadikan dualisme alur surat yang 

masuk ke Pusat Perbukuan, karena pada prlnsipnya semua surat masuk akan 

diberikan disposisi terlebih dahulu Sub Bidang Rum'!~> Tangga, yang kemudian 

akan dilakukan pemeriksaan berkas di Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku 

Pusat Perbukuan. 

Surat permohonan yang dibawa langsung ke Subbid Pengendalian Mutu 

Buku kemudian oleh Tim Penelsah Buku Pusat Perbukuan akan dibawa ke Sub 

Bidang Rumah Tangga Bidang Tara Usaha untuk mendapatkan pencatatan surat 

masuk. Sedangkan sural permohonan yang sampai di Sub Bidang Rumah Tangga 

Bidang Tata Usaha akan diberikan nomor sural masuk. Sural permohonan yang 

sudah mendapatkan nomor surat masuk akan dibawa ke Tim Penelsah Buku Pusat 

perbukuan di Subbid Pengendalian Mutu Buku untuk dilakukan penelaaban 

administrasi, 

Pada tahap ini biasanya tidak teljadi kendala karena semua surat 

pennohonan yang masuk di Pusat Perbukuan ak:an diterima dan diberik:an nomor 

sural masuk tanpa kecuali. 

4.1.3. Analisis Proses Penelaahan oleh Tim Penelaah 

4.1.3.1 Analisis Penelaahan Buku Pelajaran Umum yang Berasal dari Impor 

dan dari Penyeraban Dalam Negeri. 

Penelaahan atau pemeriksaan !erhadap buku pelajaran yang berasal dari 

impor dan dari penyerahan dalam negeri meliputi aspek administrasi dan teknis. 

4.1.3.1~1 Analisis Pemeriksaan Administrasi 

Pemeriksaan aspek administrasi meliputi kelengkapan isi surat 

permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung. Pemeriksaan aspek 

administrasi ini dilakukan oleh Tim Penelsah Buku Pusat Perbukuan dengan 

menggunakan fonnat pemeriksaan persyaratan kelengkapan administrasi dalam 
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rangka pemberian rekomendasi dan pengesahan sebagai buku peiajaran umum 

untuk pembebasan pengenaan PPN ketegori buku irnpor untuk pemohon yang 

melakukan irnpor buku. Sedangkan untuk pemohon rekomendasi yang menerima 

penyerahan buku dalam negeri akan dilakukan pemeriksaan aspek administrasi 

oleh Tim Penelaah Buku Pusal Perbukuan dengan menggunakan fonnat 

pemberian rekomendasi dan pengesahan sebagai buku pelajaran umum untuk 

pembebasan pengenaan PPN ketegori buku penyerahan dalam negeri. Kedua 

bentuk fonnat tersebul dapat dilihat dalam Iampi ran tugas akhir ini. 

Perla tahap ini persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon 

yang melakukan impor buku iebih banyak jika dibandingkan dengan persyaratan 

administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon yang menerima penyerahan 

daiam negeri. Perbedaan ini terletak peda penyerahan dokumen pendukung untuk 

pemohon yang melakukan impor buku yaitu adanya sural deri Kejaksaan Agung 

tentang dapat atau lidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke wiiayah 

negara kesatuan Rl, Sura! ljin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl 

apabiia buku-buku yang diimpor adalah buku-buku yang berbahasa Indonesia, 

contoh buku untuk masing-masingjudui buku atau abstrnksinya, salinan dokumen 

impor, salinan dokumen pembayaran. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara 

pengendalian internal Pusat Perbukuan. 

Dalam hal buku yang diimpor adalah merupakan hi bah dari pihak-pihak di 

luar negeri, maka ada dukumen lambahan yang periu dilampirkan yaitu fotocopy 

sural keterangan/peryataan hibah dari pihak donatur atau dokumen sejenis yang 

dapat dipersamakan. 

Dalam kenyataan di iapangan yang teljruli selama ini, ada beberapa 

persyaratan yang seringkali sulil dipenuhi oleh pemohon yang mengimpor buku 

ataupun dari pemohon yang menerima penyerahan dalam negeri. Hal ini 

disebabkan karena ketidaktahuan pemohon dari awal mengajukan sural 

permohonan rekornendasi. Persyaratan yang seringkali sulit dipenuhi ini adalah 

berkaitan dengan surat penmohonan yang tidak dilampiri data atau infonnasi buku 

meliputi: jwnlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahwt penerbitan, 

sasaran peruntukan buku. Data alau infonmasi buku lersebut belum diserahkan 

dalam bentuk Compact Disc (CD) dan hard-copynya kepada Pusat Perbukuan, 
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Persyaratan lain yang seringkali belum dipenuhi oleh pihak irnportir pada 

awal pemohon mengajukan permohonan rekomendasi adalah tidak dapat 

memberikan contoh buku masing-masing judul buku yang diajukan sebanyak 1 

(satu) eksemplaT setiap judul buku hal ini mengingat buku-buku yang akan 

diimpor rnasih berada di pihak Bea Cakai. Dengan dernikian yang terjadi selama 

ini untuk pemohon yang mengimpor buku 

abstraksi/reswne isi buku. 

hanya dapat rnemberikan 

Kenyataan di atas tentunya akan berakibat terha:dap sernakin lamanya 

proses pemberian rekomendasi oleh Pusat Perbukuan dan kerugian dari pihak 

pemohon itu sendiri. Hal ini mengingat Tim Penelaah Pusat Perbukuan barn akan 

bekeija setelah persyaratan administrasi dipenuhi oleb pemohon sementa:ra buku­

buku yang akan diimpor sudah berada di pihak Bea Cukai yang tantunya berakibat 

terhadap pengeluaran uang untuk sewa gudang. 

Aldbat lain yang dirasakan oleh pihak Pusat Perbukuan adalah seringkali 

Tim Penelaah Pusat Perbukuan harus membantu menyiapkan hard-copynya dari 

data atau informasi dari buku yang diajukan jika pernohon rnenyerahkan dalam 

bentuk Compact Disc (CD). Hal ini te!jadi karena seringkali hard-copy dari data 

atau informasi dari buku yang diajukan tidak sesuai dengan format yang diminta 

oleh Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat rekomendasi. Kondisi ini tidak 

menjadi masa1ah jika data tersebut hanya terdiri dari beberapa 1embar, namun 

akan menjadi masalah jika terdiri dari beratus 1embar. Seperti teojadi pada 

pemohon dari Yayasan Tjiptamas Eka Bangsa pada Juni Tahun 2008 ini yang 

terdiri dari 1 t.!OO juduL 

Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang dapet 

atau tidakuya barang cetakan yang dirnaksud diirnpor ke wilayah negara kesatuan 

Repub1ik Indonesia jugu seringkali belum dapat dipenuhi oleh importir pada awal 

pemohon mengajukan sural permohonan. Hal ini dikarenakan be1um semua 

importir megetahui bentuk format Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia ini ataupun karena memang belum semua mengetahui harus 

dHampirkannya surat keterangan ini sebagai salah satu persyaratan administrsai 

di Pusat Perbukuan. 
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Memberikan contoh format Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia dari pemohon rekomendasi sebelumnya merupakan hal yang 

dilakukan oleh Pusat Perbukuan untuk mengatasi kondisi di atas. Diharapkan 

kondisi ini akan memperlancar pemberian rekomendasi karena proses penelaahan 

oleh Pusat Perbukuan akan menunggu kelengkapan adminlstrasi pemohon terlebih 

dahulu sebe!um diberikan surat rekomendasi kepada pemohon. Dengan demikian 

jika surat pennohonan tidak lengkap, maka sumt pennohonan tersebut akan 

dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon. 

Pada umumnya untuk permohonan dimana pemohon menerima 

penyemhan buku dalam negeri permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah 

dalam hal melampirkan data atau informasi buku seperti pada permohonan yang 

berasal dari impor di alas. Sedangkan untuk melampirkan dokumen pendukung 

yaitu salinan identitas pemohon dan contoh buku sebanyak I (satu) ek.semplar 

untuk masing-masing judul buku tidak mengalami hambatan karena hampir 

semua pemohon dapat memenuhi ini. 

4.1.3.1.2 Analisis Pemeriksaan T<!knis 

Pada tahap ini pemerik.saan akan dilaknkan oleh Tim Penelaah Buku Pusat 

Perbukuan sete1ah lolos dati pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan aspek teknis 

merujuk kepeda Kepmeukeu Rl No. 353/KMK.0312001 yang meliputi bahwa 

buku-buku yang akan dikategorikan sebagai buku pelajaran umum adalah buku­

buku yang sesuai dengan jenls buku pelajaran umum, kesesuaian isi buku dengan 

jenjang sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi serta mendukung korikulum 

pada jenjang sekolah tersebut. 

Pemerikaaan buku menggunakan format pemeriksaan kategori buku yang 

akan direkomendasikan sebagai buku pelajaran umum. Format pemeriksaan 

kategori buku yang akan direkomendasikan sehagai buku pelajaran umum 

terlampir. 

Pada tahap ini yang saringkali mengalarnl kendala adalah tidak tersedianya 

eontoh buku sebanyak 1 (satu) ek.semplar untuk masing-masing judul buku bagi 

pemohon yang melakukan impor buku seperti dijelaskan di atas. Sehingga dasar 
' penelaahan buku hanya berdasarkan abstraksilresume isi buku yang diberikan oleh 

Universitas Indonesia 
Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE UI, 2008



51 

importir bukan berdasarkan fisik bukunya, Kondisi ini tentunya akan mengurangi 

keakuratan dalam proses penelaahan buku. 

Kondisi yang lebih buruk dari hal di atas adalah pemah ditemui ada 

pemohon yang melakukan impor buku terpaksa sekali tidak dapat memberikan 

abstraksi dari buku yang akan dimintakan rekomendasi. Sehingga dasar 

penelaahan hanya didasarkan pada daftar judul buku yang diberikan pihak 

importir dan merujuk kepada institusi yang meminta rekomendast. lnstitusi dalam 

hal ini adalah jika bergerak dalarn bidang pendidikan maka kemungkinan besar 

akan diberikan rekomendasi. Hal inilah yang oleh Tim Penelaah Buku Pusat 

Perbukuan disebut dengan 'Ma.najemen Resiko". 

Pada akhirnya yang mandasari penelaahan terhadap buku-buku yang 

berkategori buku pelajaran umum baik berasal dari impor maupun penyerahan 

dalarn negeri adalah secara substansi Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan 

dipercaya mempunyai kemampuan untuk menelaah isi buku-buku tersebut 

sehingga dapat dikategorikan dalam kategori buku pelajaran umurn. Kepercayaan 

ini mengingat keanggotaan Tim Penelaah berasal dari berbagai bidag keahlian dan 

institusi yang berbeda. Jadi, bisa dikatakan bahwa untuk buku-buku impor dan 

penyerahan dalam negeri dianggap bahwa awalnya buku-buku terse but belum bisa 

dipastikan isinya termasuk buku-buku pelajaran umum sebelum dilakukan 

penelaahan oleh Tim Penelaah Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta. 

Hasil penelaahan dituangkan dalarn suatu harita acara, berdasarkan berita 

acara penelaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan surat 

rekomendasi sebagai buku pelajaran umurn. 

Berdasarkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk 

mendapatkan pernbebasan PPN, Pemohon mengurus penyelesaian barang 

impomya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal tempat pemasukan 

barang. Kemudian, untuk buku penyerahan dalarn negeri penyelesaiannya 

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. 

Berdasarkan SKB yang diterbilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 

Pemobon dapat menyelesaikan proses impomya di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak 

setempat untuk buku penyerahan dalarn negeri. 
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Permasalahan di tapangan dalam rangka mengeluarkan rekomendasi atas 

importasi buku-buku yang diajukan pembebasan BM dan PDRI, Kepala Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional memerlukan buku-buku 

bersangkutan. Hal ini mengingat proses penelaahan akan berlangsung lebih 

sempwna jika tersedia fisik bukunya. Apabila memang diperlukan pengambilan 

contoh barang. ada prosedur yang harus dilalut oleh importit yaitu sebagai berlkut. 

(sesuai dengan balasan surat dari plliak Bea Cnkai ke Pusat Perbukuan Depdiknas 

Jakerta). 

l) lmportir dapat mengajukan pemohonan tertulis tentang pengambilan contoh 

barang kepada Kepala kantor Pelayanan Bea dan Cukai up Kepal a Seksi 

Pencegahan dan Penyidlkan dan pada saat pengambilan barang dibuatkan 

Berita acara pengambilan Barang untuk contoh. 

2) lmportir juga harus berkoordinasal dengan pengelola tempat penimbunan 

untuk pembukaan kontainer, dengan jasa pergeseranlpemindahan kontainer 

yang semua bisa menimbulkan cost bagi importir. 

3) Altematif lainnya adalah importir mengimpor sebagaian buku saja dalrun 

rangka mengurus rekomendasi melalui mekanisme kiriman pos atau jasa 

titipan atau dibawa langsung oleh penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 

25 ayai (l) huruf n jo. Kepmenkeu No. 490/KMK.OS/1995 narnun dengan 

batasan barang bawaan penumpang untuk setiap orang maksimum FOB USD 

250.00; barang kiriman pos tidak melebllii FOB USD 50.00, barang memalui 

jasa titipan maksimal FOB USD 50.00, melebihi betas nilai yang ditentukan 

importir harus melunasi atas Bea Masuk dan pajak dalarn rnngka impor yang 

terutang. 

Satu proses yang belum dilakukan oleh Pusat Perbukuan Dapdiknas 

Jakarta adaleh mengevaluasi atau mengontrol para importir sebagai pemohon 

reknmendasi baik yang berasal dari suatu institusi pendidikan terlebih dari pihak· 

pihak lain yang bergerak dalam bidang bisnis setelah mereka menerima surat 

rekomendasi sebagai buku pelajaran umum dan mengeluarkan barang dari pabean, 

apakah buku-buku yang dikeluarkan dari pabean ben3r"benar sesuai dengan daftar 

judul yang tertera pada sura\ rekomendasi mengingat yang te!jadi selama ini plliak 

importir tidak memberikan contoh dari setiap buku yang dike!uarkan dari pabean 
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ke Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta. Hal ini mengingat jika sampai teijadi 

penyimpangan ketidaksesuaian antara daf\ar judul yang ada di lampiran surat 

permohonan dengan kenyataan di lapangan, maka negara jelas akan dimgikan. 

4.1.3.2 Analisis Pcnelaahan Buku yang Tidak Termasuk dalam Kategori 

Buku Pelajaran Ummn untuk Disahkan sebagai Buku Pelajaran 

Umum. 

Pada tahap ini Pusat Perbukuan diberi wewenang penuh oleh Menteri 

Pendidikan Nasional guna memberikan pengesahan sebagai buku pelajaran 

umum. Dalarn proses penelaahan dalarn kategori ini diperlukan penelaahan yang 

lebih mendalarn daripada terhadap penelaahan buku-buku yang sudah termasuk 

dalarn !criteria buku pe!ajaran umum seperti di atas. Pemeriksaan meliputi aspek 

adrninistrasi dan pemeriksaan teknis. 

4.1.3.2.1 Analisis Pemeriksaan Administrasi 

Pemeriksaan aspek administrasi tidak berheda seperti pemeriksaan aspek 

administrasi untuk kategori penelaahan buku pelajaran umum yang berasal dati 

irnpor dan dari penyerahan dalam negeri seperti dijelaskan di atas. Pada tahap ini 

kenda1a yang dihadapi adalah sama seperti pada saat pemeriksaao administrasi 

untuk kategori penelaahan bulru pelajaran umum yang berasal dari impor dan dari 

penyeraban dalam negeri. 

4.1.3-2.1 Analisis l'emeriksaan Teknis 

Seperti disebutkan di atas proses penelaahan dalam kategori ini 

diperlukan penelaahan yang lebih mendalam daripada terhadap penelaahan baku­

baku yang sudah termasuk dalam kritaria bulru pelajaran umurn. Hal ini tmjadi 

peda pemeiksaan aspek teknis. 

Kadalaman penelaahan terletak pada harus dipenubinya ketiga syarat dari 

pemeriksaan aspek teknis sepertl terjadi untuk penelaahan buku-buku herkategori 

bulru pelajaran umurn. Masih ditarnbah lagi dengan penelaahan terhadap 

kelayakan baku dari aspek materi. penyajian dan balulsa/gambar. Buku-bulru dari 

pemohon dapat dikategorikan sebagai bulru pelajaran umurn jika mernenubi 
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semua aspek administrasi dan semua aspek materi/isi ditambah minimal 3 (tiga) 

aspek penyajian, 1 (satu) aspek bahasa/gambar. Tim Penelaah Pusat Perbukuan 

melakukan penelaahan buku berkategori ini rnenggunakan format instrumen 

penelaahan buku yang dikecualikan sebagai buku pelajaran umum untuk 

dikategorikan sebagai buku pelajaran umum. Format penelaahan terlampir. 

Penelaahan dalam kategori in! Pusat Perbukuan hanya meneropkan peda 

penelaahan buku-buku yang semula tidak berkategori bukn palajaran umum 

terhadap 3 (tiga) jenis buku yang semula belum berkaregori sebagai buku 

pelajaran umum yaitu buku-bukn yang tennasuk ke dalarn buku roman popular 

dalam bentuk bacaan fiksi) buku komik yang materinya mengandung unsur-unsur 

pendidikan, dan bukn reproduksi lukisan, yang materinya mengetengahkan atau 

rnengindikasikan adanya contoh-contoh aliran dalam seni lukis. Jadi penelaaban 

hanya dilakukan untuk 3 (tiga) jenis buku dari II (sebalas) jenis buku yang ada 

dalam batasan buku yang tidak tennasuk dalam buku pelajaran umum. 

Hal ini dilakukan oleh Pusat Perbukuan mengingat lingkup kerja dari 

Pusat Perbukuan adalah pelayanan publik dalam bidang pendidikau. Di sisi lain 

hal ini dilakukan untuk penghematan anggarau negara yang diperlukau untuk 

proses penelaahan. Pada kenyataan yang teljadi selarna ini di lapangan adalah 

pemohon jarang atau hampir dapat dikatakan tidak ada dari kategori ini yang 

mengajukan permohonan ke Pusat Perbukuau. 

Untuk buku-buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran 

umum narnun telah disahkan oleh Pusat Perbukuan sebagai buku pelajaran umum, 

berdasarkan surnt pengesahan tersebut Pcmobon selanjutnya mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Bebas (SKB) Pajak 

Pertambahan Nilai di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak setempet. 

4.L4. Analisis Pemberian Surat Rekomendasi Kepala Pusat Perbukuan 

Setelah dilakukan penelaahan baik dari sisi aspek administrasi dan aspek 

teknis dan dinyatakan bahwa bukn-buku yang dimintakan rekomendasi dan 

pengesahan oleh pemohon dapat diketegorikau sebagai bukn pelajaran umum 

maka hasil ini oleh tlffi Penelaah Bukn dituangkau dalarn suatu Berita Acara. 
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Berdasarkan Berita acara penelaahan tersebut Kepela Pusat Perbukuan akan 

menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum. 

Pada tahap ini yang seringkali menjadi kendala adalah bersangkutan 

dengan birokrasi dalam proses penandatangan surat rekomendasi dari Kepala 

Pusat perbukuan. Hal ini mengingat kesibukan dari seorang Kepala Pusat 

Perbukuan. Di sisi lain penerbitan surat rekomendasi int sangat diharapkan 

secepatnya dapat diterbitkan karena berkaitan dengan uang sewa gudang yang 

harus dikeluarkan oleh importir buku, ataupun kepentingan pendidikan yang lain 

untuk pemohon yang bergerak dalam pelayanan publik. 

Kendala di atas dicari solusinya oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan 

dengan menyiapkan surat rekomendasi beserta lampirannya bersamaan dengan 

proses penelahaan berlangsung. Dihan!pkan dengan cara seperti ini akan 

mengurangi waktu yang diperlukan untuk penerbitan surat rekomendasi. 

4.1.5. Analisis Pengendalian Internal terhadap Pemberian Rekomendasi 

sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan 

PPN di Pusbuk. 

Pengendalian lntemal terhadap pemberian rekomendasi sebagai buku 

pelajaran nmum untuk mendapatkan pembebasan PPN di Pusbuk yang meliputi 

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi dan pengawasan adalah sebagai barikut; 

1) Analisls Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian dalam rangka pemberian rekomendasi di Pusat 

Perbukuan dapat dilihat dari adanya uralan tugas dan fungsi dari anggota Tim 

Penelaab Buku Pusat Perbukuan sesuai tugas yang diembarmya. Hal ini sebagai 

cara suatu unit kelja mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab. 

Tim Penelaah berasal dari berbagai Jatar belakang instansi yaitu terdiri alas 

unsur dari Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional; Biro Hukum dan 

Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat 

Jenderal Pajak Departemen Keuangan; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Departernen Keuangan (mulai tahun anggsran 2008 tidak berperan serta lagi). 
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Serta dari berbagai latar belakang dalem keahlian bidang studi yang berbeda yaitu 

ahli bidang studi llmu Pengetahuan Alaru, llmu Pengetahuan Sosial, Matematika, 

Bahasa, serta Teknologi lnformasi. 

Tim Penelaah bekeija sesuai denga.n pedoman pemberian rekomendasi dan 

sesuai dengan SOP (Standar Operasional Produk)/POS (Prosedur Operasional 

standar) pemberian rekomendasi sebagai huku pelajaran umum untuk 

mendapalkan pembebasan PPN. POS atau SOP yang disusun pada awal kegiatan 

ini rnerupakan pencennirum dari :filosofi dan gaya operasional organisasi Pusat 

Perbukuan. 

Tim Penelaah pada akbir kegiatan berkewajiban untuk melaporkan basil 

penelaahan kepada Kepala Pusat Perbukuan sebagai seorang WMM (\Vakil 

Manajemen Mutu). Hasil penelaahan ini dituangkan melalui berita acara 

penelaahan. Dengan dasar berita acara ini Kapala Pusat Perbukuan akan 

menerbitkan Suat Rekomendasi. Hal tersebut mencerminkan adanya Struktur 

Organisasi dari Pusat Perbukuan yang jelas telah menunjukkan adanya 

kcwenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memiliki hubungan yang 

sesuai. 

2) Analisis Penilaian Resiko (Risk AS$essmen() 

Proses ldentiflkasi dan penilaian resiko dalam rangka pemberlan 

rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secara ekspJisit. Proses 

Jdentifikasi sampai level program tidak tertuang secara eksplisit dan penilaian 

resiko sampai level aktivitas juga tidak tertuang secara eksplisit dalam sebuah 

dokurnen. Penilaian resiko masih dinyatakan secara implisit oleh kepala 

subbidang Pengendalian Mutu Buku di Pusat Perbukuan. Penilaian resiko yang 

dimaksud seharusnya adalah proses identifikasi dan analisis resiko yang relevan 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Penilian resiko sudah 

dijalankan dalam kegiatan penelaahan Tim Penelaah sebatas pada penilaian resiko 

dalam bentuk manajeman resiko seperti dije]askllll dalam llllalisis proses 

penelaahan untuk buku-buku imper yang tidal: dapat menyerahkan bukti fisiknya. 

Penilaian resiko juga be!um dilakukan oleh Pusat Perbukuan setelab 

diterbltkannya surat rekomendasi. Pusat Perbukuan belum melakukan pos audit 
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kepada pihak-pihak pemohoo apakah daftar judul buku yang diajukan sudah 

sesuai dengan kenyataan yang ada di gudaog Bea Cukai sebagai tempat 

pengeluaran buku yang diimpor tersebut. 

3) Analisis Aktivitas :PengendaUan (Co11trol Activities) 

Aktivitas pengendalian merupakan bagian integral dari perencanaan, 

implementasi. pelaporan, dan pertanggungjawaban karyawan terhadap sumber 

daya pemerintah dan pencapaian basil yang efektif. 

Aktivitas pengendalian pada semua kegiatan dan fungsi entitas. Hal ini 

tennasuk aktivitas sepeti persetuju~ autorisasi, verifikasai, rekonsiliasi, laporan 

kinetja. pemeliharaan keamanan, pemeliharaan rekaman yang terkait yang 

menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dokumennya. 

Pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan sudah melaksanakan aktivitas 

pengendalian. Hal ini tereermin pada hasil-basil penelaahan dan berkas-berkas 

dari kegiatan pemberian rekomendasi diadministrasikan secara rapi dalam otner 

dokumen dan rekaman yang didalanunnya terdapat sura.t masuk, surat keluar, SK 

kegiatan, undangan·undangan, daftar hadir, berita acara penelaahan, proposal 

kegiatan, dan laporan kegiatan penelaahan. 

Sebelum melaksanakan kegiatan disusun suatu proposal kegiatan untak 

menyesuaikan biaya kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Hal ini juga 

mencerminkan adanya aktivitas persetujuan dari kepala subbid pengeudalian mutu 

buku dan kepala subbag pengembangan naskah dan pengendalian mutu 

bnkuterhadap setiap peneleaahan yang akan dilakakan. 

4) Analisis Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Sistem akuntansi dalam pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan menjadi 

satu dengan sistem akuntansi Pusat Perbnkuan dalam bentak laporan barang milik 

Negara yang dibuat berdasarkan pada Standar Akuntansi Barang Milik Negara. 

Laporan ini dibuat oleh Kcpala Subbagian Rumah Tangga yang memiliki 

kewenangan merencanakan dan melakukan urusan persuratan, kearsipan, 

perpustakaan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, kebersiban dan keindahan 

di lingknngan pusat. 
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Laporan keuangan yang terdiri atas laporan Realisasi Anggaran, Ncraca, 

dan catatan atas Laporan Keuangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan, Laporan ini dibuat oleh Kepala Subbagian Keuangan di Pusat 

Perbukuan yang mempunyai wewenang merencanakan dan meny1apkan bahan 

penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pembiayaan, perbendaharaan~ 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran pusat. 

Komponen komunikasi dalrun pemberian rekomendasi barn dilakukan 

secam intern dalam bentuk pemberian informasi kepada para pemohon yang 

melakukan konfumasi langsung ke Pusat Perbukuan. Sedangkan komunikasi 

secara ekstem hanya dilak:ukan dalam tahap awal penyusunan rekomendasi 

pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum. Secara rutin komunikasi 

ekstem dalam bentuk pengumuman. brosur~ pengumuman ataupun wibsite belwn 

ada. 

Di Pusat Perbukuan, Kepala Bidang [nformasi Perbukuan yang 

mempunyai wewenang untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi 

perbukuan belum menyediakan sarana kbusus untak program kegiatan pemberian 

rekomendasisebagai pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN ini, 

5) Analisis Pengawasan (Monitoring) 

Komponen pengawasan di Pusat Perbukuan dilakukan melalui 

pengendalian aiat pemantau dan pengukuran, Rapat Tinjauan Manajemen. KepaJa 

subbidang dan kepala bidang masing-masing, Kepala Pusat, dan Wakil 

manajemen Mutu. 

Kegiatan pemberian rekomendasi diawasi langsung oleh Kepala 

Subbidang Pengendalian mutu Buku dan Kepala Bidang Pengembangan Naskah 

dan Pengedalian Mutu Buku sebagai bagian deri kepanjangan tangan Kepala 

Pusat Perbukuan. Hal ini mengingat kedua personil ini secara langsung rnenjadi 

anggota tim penelaahan dari pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan. Sebagai 

alat pementau dan pengukunm pemberian rekomandasi dilakukan dalam bentak 

pengukuran daya serap kegiatan pada setiap evaluasi kegiatan di bagian 

perencanaan Subbid Pengendalian Mutu Buku. 
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Pengawasan akan menjamin efektivitas pengendalaian intern sepanjang 

waktu. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus dan evaluasi secara 

periodik. Oleh karen itu, evaluasi kegiatan pemberian rekomendasi di Pusat 

Perbukuan harus dilakukan dan mempunyai periode tertentu. 

4.1.6 Analisis Umum Prosedur Pemberian Rekomendasi 

Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang Pegendalian Mutu Buku 

mempunyai fungsi strategis. Fungsi strategis tersebut karena Pusat Perbukuan 

sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum 

sehingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Bagi pemerintah hal ini akan memberikan akibat adanya pengurangan pemasukan 

negara dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku pelajaran umum dan 

pengeluaran anggaran pemerintah untuk pengadaan program kegiatan yang 

dilaksanakan di Pusat Perbukuan Jakarta. Di sisi lain bagi pihak pemohon 

rekomendasi terutarna bagi pemohon yang bergerak dalarn bidang perdagangan 

buku·buku pelajaran umum> pemberian rekornendasl ini akan berakibat lebih 

murnhnya harga buku pelajaran umum di pasar. 

Pemberian rekomendasi yang dilakukan di Pusat Perbukuan selarna ini 

merupakan salah satu pelayanan terhadap publik, dalarn arti pemberian 

rakomendasi ini tidak dikenakan biaya dari setiap peohon rekomenda.si. Tujuan 

sebenarnya dari pemerintah melalui kegiatan pemberian rekomendasi ini adalah 

akan dapat memberikan harga buku pelajaran wnum yang murah dan tetjangkau 

oleh masyarakat. Narnun jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati, hal ini 

akan menjadi peluang kecurangan dari pemohon rekomendasi yang bergerak 

semata-mata mencari keuntungan untuk merauk keuntungan yang sebanyak­

banyaknya. Hal ini mengingat, pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan 

selarna ini selain tidak dlpungut biaya, batasan jumlah judul buko dan jenis buku 

pelajaran umum yang seperti apa, belum ditetapkan. Demikian juga pos audit ke 

setiap pemohon rekomendasi belum dilakukan. Anggaran pemerintah untuk 

pemberian rekomendasi tentunya akan melenceng dari tujuan semula bahkan 

dapat memberikan peluang adanya moral hazard pemohon rekomenda.si yang 

tidak terbetasi. 
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Melihat kenyataan di atas, maka menurut penuJis prosedur pemberian 

rekomendasi Pusat Perbukuan sebaiknya ditanbahkan dengan dibebankannya 

biaya kepada setiap pemohon rekomendasi untuk setiap judul buku yang akan 

diajukan pembebasan pengenaan PPN-nya serta ditambahkan juga dengan adanya 

data harga jual untuk setiap judul buku di informasi buku yang akan diajukan 

rekomendasinya Hal ini selain dapat mengurangi resiko di atas, juga untuk 

mengatasi pennasalahan yang pemah dihadapi oleh tim penelaah Pusat Perbukuan 

dalam penyiapan lampiran rekornendasi terhadap pemohon rekomendasi yang 

mengajukan permohonan rekomendasi sebanyak 11.100 judul buku pada bulan 

juni tahun 2008. Akan lebih baik lagi kenggotaan tim penelaah buku Pusat 

Perbukuan ditambahkan dengan seorang yang ahli dalam cost accunting. 

Pemohon rekomendasi berasal darl orang atau badan hukum yang 

melakukan impor buku dan ada pula yang berasal dari penyerahan dalam negeri. 

Proses penelaahan tekni.s dari buku yang berasal dari impor serlng ditemui 

kendala dengan tidak adanya buku sebagai bahan penelaahan. Kondisi ini 

menjadikan abstraksi dari buku yang diajukan sebagal bahan penelaahan oleh tim 

penelaah Pusat Perbukuan, bahkan ada juga yang hanya dapat mengajukan judul­

judul bukunya saja. Hal ini memaksa tim penelaah Pusat Perbukuan hanya 

menggunakan daftar judul buku dan asal/latar belakang dari pemohon sebagal 

bahan penelaahan. Kenyataan ini tentunya akan mengurangi kesempurnaan 

penelaahan di Pusat Perbukuan dan terkesan proses penelaahan hanya merupekan 

persyaratan administratif saja. Padahal di sisi laln tim penelaah Pusat Perbukuan 

beranggotakan orang-orang yang dianggap pakar di bidangnya dan dari instansi 

yang relevan dengan pemberian rekomendasi ini. 

Kondisi di atas menurut penulis akan dapat diatasi dengan proses 

penelaahan dilakukan setelah para pemohon dapat memberikan contoh buku 

impor untuk tiap judul buku ke Pusat Perbukuan, wolaupllll barang belum 

seluruhnya bisa diambil dari Bea Cukai. Hal ini memang akan berakibat adanya 

cosl pengarnbilan contoh barang di Bea Cukai dari setiap pemohon relromendasi. 

Namun di sisi lain banyak nilai positif dari tindakan ini yaitu dapat mengatasi 

pennasalahan-permasalah di atas. 
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BABS 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan Hasil Penelitian 

Dari basil penelitian tentang pemberian rekomerulasi sebagai buku 

pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengeoaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1) Aoalisis pacta saat pemohon mengajukan sura! pem10honao 

rekomendasi sudah berjalan dengan baik, karena pacta prinsipnya 

semua surat permohonan akan diterima oleh Pusat Perbukuan dan 

dicatat sebagai surat masuk. Sifat pemberian rekomendasi ini 

merupakan satu bentuk pelayaoan kepada publik, terbuka untuk umum 

dan tidak dipungut biaya. Kendala baru akan terjadi pada saat 

pemeriksnan administrasi surat permohonan. 

2) Analisis proses surat masuk sesuai tala administrasi yang berlaku di 

Pusat Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Semua sura! masuk akan 

dicatat di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tala Usaba Pusat 

Perbukuan. Proses berikutnya surat pennohorum akan dibawa ke Sub 

Bidang Pengendalian Mutu Buku untuk dilakukan proses penelaahan. 

3) Analisis terhadap proses penelaahan administrasi maupun teknis untuk 

buku-buku berkategori impor dan penyerahan dalam negeri oleh tim 

penelaah Pusat Perbukuan belum mencapai maksimal. Hal ini bukan 

disehabkan oleh kapasitas sehagai penelaah namun disebahkao 

ketidaklengkapan dari sural permohonan dan dokwnen pendukung dari 

pemohon rekomendasi. 

4) Penelaahan terhadap buku-buku yang tidak tennasuk buku berkategori 

buku pelajaran umwn dilakukan lehih mendalam daripada untuk buku­

nuku pelajaran umum yang berasal dari impor dan penyerahan dalam 

negeri. Pusat Perbukuan hanya menerima penelaahan terhadap 3 (tiga) 
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jenis dari II (sebelas) jenis buku-buku yang tiduk termasuk buku 

pelajaran umum. 'l'iga (3) jenis buku tersebut adalah buku roman 

popular dalarn bentuk bacaan fiksi, buku komik yang materinya 

mengandung unsur-unsW' pendidikan, dan buku reproduksi lukisan, 

yang materinya rnengetengahkan atau mengindikasikan adanya 

contoh·contoh aliran daJam seni lukis. Analisis terhadap proses 

penelaahan administrasi maupun telaris untuk buku-buku berkategori 

tidak termasuk buku pelajaran umum belum mencapei maksimal. Hal 

ini disebabkan karena kendala yang dihadapi seperti untuk penelaahan 

buku-buku berkategori pelajaran umum untuk impor dan penyerahan 

dalam negeri, di sisi Jain jarang terjadi pemohon yang meminta 

rekomendasi berkategori ini. 

5) Analisis terhadap penerbitan surnt rekomendasi oleh Kepala Pusat 

Perbukuan belum mencapai rnaksimal. Hal ini disebabkan karena 

masalah birokrasi dan kesibukan dari Kepala Pusat Perbuksurn. 

6) Internal Control dalarn pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai 

buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan 

Pajak Pertarnbahan Nilai (pPN) di Pusat Perbukuan sudah dilukukan. 

Ana1isis pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian 

sudah baik, penilaian resiko belum maksimal1 aktivitas pengendalian 

sudah baik, infonnasi dan kornunikasi belum rnaksimal dan 

pengawasan sudah baik. 

5.1 Re-komendasi atau Saran 

Berdasarkan analisis basil penelitian tentang pelaksanaan pemberian 

rekomendasi sebagai buku pelajaran umurn untuk mendapatkan pembebasan 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (pPN) di Pusat Perbuksurn Depdiknas 

Jakarta, kiranya dapat diberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut: 
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5.1.1 Untuk Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta 

Pertama dilakukan perubahan prosedur pemberian rekomendasi 

sebagai bukn pelajaran umum untuk pembebasan pegenaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebagai berikut: 

I) Memasukkan aspek biaya produksi (analisis cos/) dan keuntungan dalam 

proses penelaahan, untuk membatasi adanya moral hazard dari pemohon 

rekomendasi. Sehingga perlu ditambahkan dalam datalinformasi tentang 

bukn dalam hal barga jual dari seliap judul buku. 

2) Adanyan knalifikasi dari penelaah dimana perlu ditambahkan adanya 

orang cost accounting. 

3) Ketaatan dari setiap pemohon rekomendasi dalam memberikan 

kelengkapan doknmen pendukung dan contoh bukn sebagai bahao 

penelaahan. 

4) Adanya penilaian resiko terhadap bukn-bukn yang pantas diberikan 

reknmendasi. Deberikan l:riteria bukn pendidikan yang bagaimana yang 

akan dibedkan rekomendasi. 

5) Diberikan kriteria sejauh mana objektivitas dari tim penelaah dalam 

melakukan penelaahan buku. 

Perlu diluknkan sosialisasi secara lebih luas lagi terutama kepada orang 

atau badan huknm yang melakukan impor buku dan kepada orang atau badan 

huknm yang menerima penyerahan buku dalam negeri tentang peosedur 

pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan 

pembebasan PPN. Selanjutnya dalam kaitannya dengan hal ini perlu 

disediakan media komunikasi secara ekstem secara rutin dalam bentuk 

_pengum~ brosur. pengumuman ataupun wibsite. 

5.2.2. Untuk Studi yang Aknn Datang 

Untuk studi yang akan datang perlu adanya penelitinn lebih lanjut pada 

para pemohon terutarna untuk para pemohon yang berasal dari importir baik 

dari suatu institusi pendidikan terlebih dari pihak-pihak lain yang bergerak 

dalam bidang bisnis setelah mereka menerima surat rekomendasi sebagai buku 

pelajaran umum dan mengeluarkan barang dari pabean, apuknh bukn-bukn 
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yang dikeluarkan dari pabean benar-benar sesuai dengan daftar judul yang 

tertera pada !runpiran surat rekomendasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat 

yang terjadi selama ini pibak importir tidak memberikan sampel dari setiap 

buku yang dikeluarkan dari pabean ke Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta. 
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Nama Penorblt 

Ala mat 

g. 

INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA 
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PENGESAHAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM 

UNTUK PEMBEBASAN PENGEN'AAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
KATEGDRIBUKUIMPOR 

......................... ·~····· .. ··•················· .. ····· .. ······ 

............................................... ········· .••....•..... 

yang 

diimpor yang 

yang 
disampalkan maka sebagai gantinya pemohon wajlb rnenyampaikan 

yang 

yang 
dipersamakan , 

hi bah 

KESIMPULAN: Jakarta, .................................................. :.~.: D :::;; Memenuhl Syarat Administratif Pemeriksa 

0 = Tidak Memenuhi Syarat Administratif 
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!NSTRUMEN PEMER!KSAAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA 

PEMBERJAN REKOMENDASI DAN PENGESAHAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM 

Nama Panerbit · 

Alamat 

KESIMPULAN: 

UNTUK PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI . 
KATEGORI BUKU PENYERAHAN DALAM NEGERI 

..................................................................... 

.................................................................... 

0 = Memenuhi Syarat Administratif 

- - - -

0 = Tidak Memenuhi Syarat Administratif Jakarta, ............ , ........................... .. 

Pemeriksa 

1-

..... ,,. ..... ' ....... ' ................. ' 
.-. 
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No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

' 

9. 

10. 

11. 

Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk 
Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2008 

-·· 
Tahun Nama Penerbft Jumlah Jumlah Ala mat Keterangan 

Per 
Tahun 

zoo> PT. Widya Dara 69 Judul 69 judu! a.n Miniali Wahyudl, lmpor,daftar judul buku dan 
Wisma Anam Lt 3 Jln. keterangannya 
Teuku Clk Oiro No. 12 
Jakarta 10350 

2004 PT. Widya Oara 203 Judu! 203 judul a.n Miniati W3hyud, lmpor, daftarjudul buku dan 
Wsma Anam U. 3 Jln. keterangannya 
Teuku Cik Diro No. 12 
Jakarta 10350 

2005 Sekolah Santa 1 Judul 99 Juduf , a.n. Ora. M.l Eko lmpor, Buku dengan judu! 
Laurens!a Wljayanti, M.Si, New Visual Encylap&dia 320 

Koordinator Perpuslakaan Transpamnce In 4 File 
Sekolah Santa Laurensla, (penerbit TIEVisual) 
perumahan Alam sutera, 
Semono, Tanaerana 

PT. Wfdya Dara 98 Judul a.n. Mlniati Wahyudi. lmpor, daftarju(ful buku dan 
Wisma Anam Lt. 3 Jln. keterangannya 
Teuku Cik Diro No. 12 
Jakarta 10350 

2006 PT. Widya Dara 181 Judul 2262 a.n. Mlnlati Wahyudi. lmpor, dafun judul bu'ku dan 
Judul VV'lsma Anam Lt 3 J!n. kelerangannya 

' Teuku Cik Diro No. 12 
Jakarta 10350 

UT 
... 

1523 
····-

a:n Rek.lor UT, .Jin. tabe Penyerahan da"fi UT berupa 
Judul Raya, Ciputat Tangerang Bahan Ajar Mullimedia 

15418 berupa daftar judul buku 
Audio video. 

PT. Tigaraksa Satria 8Judul t.U't Hemila Kurniawan, lmpor, daftar judulbuku dan 
PT. Tlgaraksa Satria, J!. keterangannya 
HR. Rasuna sald Xav. B-3 
Jakarta 12920 

PT. Dian Rakyat ... 217 a.n. Diana Susanli. PT. Penyerahan dari Dian Rakyat 
Judul Dian Rakyat. Jln. 

Rawagelam I No. 4 
Kawasan lndustrl 
Pu!ogadung Jakarta 
13930. 

PT. Tri;_;t.da Adisakti 46 a.n. Toto SUmarto, lmpor, daftar judu! buku dan 
Judul Direktur PT. Trisula keterangannya 

Adisakti Jl. Baladewa F. 
185 Jakarta 10540 

Oirektorat srsteril" 118 a.n. Djumantoro P.Purbo, Hibah dari Raoul Wallenberg 
lnformas1, Ham Judul MA. CUreldur S!stem lnstilute Direktarat Jenderal 
Dephukum dan HAM lnformasi HAM, Diljen Perlindungan HAM Peliindungan 

Perlindungan HAM HAM Oephukum dan HAM, 
Dephukum dan HAM Rl daftar Bu~u dan keterangannya 
Gedung KPK U. IV Jln. 
Rasuna Said Kav. C-1 
Jakarta Selatan 12920 

KomnasHAM 41 a.n Atlkah Nuralni, Kapus Hibah dari -Komnas HAM Roult 
Judul Dokumentasi dan Wallenberg Lnstltute, Swedia. 

!nformasi Komnas HAM dFTt buku On kelerNGNY 
JIR laiuharhary No. 49, Daftar buku dan keterangannya. 
Menleng. Jakpus 10310 

--~----
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22. CEP·CCIT Fakultas 21 a.n. Dr. lr. Bondan T. Jmpor, daftar BukiJ dan 
Teknik Ui Judul Sofyan, M.Si, CEP-CCIT Keterangannya 

FT Ul, Gedung 
Engineering Center U.1, 
Faku!tas Teknik Ul, 
Kamous U! Oeook 16424 

23. PT. Widyadara 60 a.n. DjulL Manajer Penyeral1an bukii-terbilan--
Judul Keuangan PT. Vllictyadara. darl Pl. Widyadara 

Menara bank Oagang 
Negara Lt. 24, Jln. M.H. 
Thamrin No. 5 jakarta 
10340 ,,. -··-24 .. cv. Fenross 31 a.n Effendi, CV. Fenross lmpor, Da!tar Buku dan 

Corporalion Judu! Corporatlon, Jln. kelerangannya 
Kertajaya !Mah Timur 
XIV/12 Blok P-460 

1 Surabaya 60117 
25. Push am Unive!sllas 46 i.Ul. Dr. Yoan N. Hibah buku dari RaO'ul 

Surabaya Judul Simanjuntak, SH, M.Hum, Wallenberg Institute Swedia, 
Kepala Pusat Studi Hak Daftar buku dan keterangannya 
Asasl Manusia, 
Universitas Surabaya, 
Gedung Perpustakaan ll. 
V Jln, Raya Kahrungkut, 

r28 
Tenggfl!s, Surabaya 
60293 ' 

Fiikultas Teknik Ul 27 33l. Or. "· Bon dan T. fmpor, daftar Buku dan 
Judul Sofyan. M.Sl, CEP-CCIT Keterangannya 

FT Ul, Gedung 
Engineering Ce:nler lt.1, 
Fakullas Telmik Ul, 
Kamous Ul Deook 16424 

27. PT. lchtiar Baru Van 45 a.n LW.J Pasmans, Penyerahan boku lerbitan 
Hoove Judul OJrekturUlama PT. lcthUar PT. lchllar Baru Van Hoove 

baru Van Hoeve , Jln. 
Raya pasar Jumal No. 38 
D-E, Pondok PI nang, 
Jakarta 12310 

"'' -No. Tahun Nama Penerbit Jumlah JumJ A lam at Keterangan 
ah 

Total 
1. 2008 CEP..CCIT Fakultas'rekn1k Ul 46 Judul Dr. lr. Bond an T. !mpor buku-buku untuk 

Sol'yan, M.Si, CEP- Pendidikan Teknologi 
CCJT FT Ul, Gedung lnformasi di Ul, Oaftar Buku 
Engineering Center dan keterangannya 
U.1, Fakultas Teknik 
U!, Kampus Ul Depok 
16424 

2. PT. Artha Komunikasi Asia 18 Judul PT. Artha komunikasi lmpor buku-buku pelajaran 
Asia, Plaza Greet umum untuk so. Daftar 
River Lt. 14 Jln. Buku dan kelerEJngannya 
Rasuna said Blok X-2 
No. 1 Jakarta 
Seratan Indonesia 

3. Yayasan TjiPta Mas Eka 20 Judul a.n a.n Feny s. -Imp or bahan bacaan 
Ban gsa Ojongianto, SH,,LLM penunjang bagi KBM di 

Ketua Yayasan Tjipta Sekolah Sinar Mas, Daftar 
Mas eka Bang sa, Buku dan keterangannya 
Wisma lndah Kial, 
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4. 

5. 

6. 

7. 

' 

8 

9. 

10. 

.... 
gedung B, Lantai 3, 
Jln. Raya Serpong 
Km.a, Serpong, 
Tanoerang 

PT, Artha Komunikasi Asia 82 Judul a.n DR L Widyantoko lmpOr buku-buko pelajaoan 
Sumarlin, Dlrektur umum uniuk SD, SMP dan 
PT. Artha komunikasi SMA Daf1ar Buku dan 
Asia, PlaZa Greet keterangannya 
River ll 14 Jln. 
Rasuna Said Blok X·2 . 
No. 1 Jakarta 
Se!atan, _ _l ndones!a 

PT. Widyadar·a·-- 7 Judul a.n Miniati Wahyudi, lmpar, Daftar Suku dan 
W!sma Anam Lt. 3 keterangannya 
Jln. Teuku Cik Diro 
No.12 Jakarta 10350 

PT. Mentari BOOks Indonesia 150 Judul a.n. Anna Rlmba ' lmpor buku-buku pelajaran 
Rukan Sentra Niaga umum untuk SO, Daf!ar 
Pun lndah Blok T1· Buku dan keterangennya 
03, Puri lndah, 
Jakarta Banal 

Yayasan Tjipta Mas Eka 1000 Judul a.n. Arthur Yahya, lmpor buku-bu-k.u bah an 
Bang sa \Nisma lndah Kial, bacaan penunjang untuk 

gedung B. lanlai 3, Seirolah Sinar Mas, Oaftar 
Jln. Raya Serpong Buku dan keterangannya 
Km.a. Serpong, 
Tangerang 

Yayasan Tjfpta Mas Eka 10A52 Judul a.n. Arthur Yahya, lmpor truku~buku bahan 
Bang sa Wrnma lndah Kiat, bacaan penunjang untuk 

gedung B, Lantai 3, Seko!ah Sinar Mas. Oaftar 
JJn. Raya Serpong Buku dan keterangannya 
Km.8, Serpong, 
TanqeranQ 

PT. Gramedia Asri Media 47 Judul a.n Herman K. lmpor buku-buku pelajaran 
Masman, Jln. Gajah dan penunjang untuk 
Mad a 109 Jakarta pendidil<an Dasar sd 
11140 Indonesia Perguruan Tinggi, Da1tar 

- a~u dan keteran9§1nnya 
DR Jr. Naniek Wldayati. M.Ars 1 Judul a.n. DR. lr. Naniek Penyerahan da!am negeri, 

Wtdayati, M.Ars Jln. memerbi!kan buku dengan 
Damai PDK Ill No. judul Rvmah Mayor China di 
79, Petukangan Jakarta. 
Selatan, Jakarta 
Se!atan ·-PT. wrdyaaara 33 Judul 11.85 a.o Miniati Wahyud!, lmpor, Daffar Buku dan 

6 Wtsma Anam Lt. 3 keterangannya 
Judul Jlrt Teuku Cik Diro 

No.12Jakarta 10350 ··----

Sumber : Dokumen dan Rek:aman dari Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Rek:omendasi sebagai 
Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN di Pusat Perbukuan 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
PUSAT P.ERBUKUAN 

JALAN GUNUNG SAHAAJ ( EKS KOMPLEKS SlUWANGl) JAKARTA PUSAT 10002 
Telepon 021 • 3804248 ( 5 Saluran) Fax. 021 - 3806229 

13 6)- /A8.2/PT/2008 
1 (satu) berkas 

' Tromol Pos 3679 

2 1 JUL 200B Nomor 
Lampiran 
Hal Rekomendasi sebagaf Buku Pelajaran Umum 

Yth. Sdr. Herman K. Masman 
Kepala Bagian Impor 
PT. Gramedia Asri Media 
lin. Gajah Mada 109 
Jakarta U140 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: PPI/014/07/2008, tanggal 3 Juli 2006 
perihal Permohonan Pembebasan Pajak Atas Impor Buku, bersama ini kami sampaikan 
hasil penelaahan terhadap judul buku yang Saudara ajukan berdasarkan sin6psis buku, 
yaltu sebagai berikut. 

1. Judul-judul buku terlampir dapat dimasukkan dalam kategori buku pelajaran umum 
dan dibebaskan dari pengen.aan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 353/KMK.03/2001, tanggal 
5 Juni 2001 tentang Batasan Bu!<u-Buku Pefajaran Umurtt, Kitab Suci dan Buku~Buku 
Pelajaran Agama yang atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari 
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 1 ayat 1 dan 2), serta Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor; 63/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
10/KMK.04/2001 tentang Pembelian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai 
Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau 
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (Pasall angka 1 (3a)). 

2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan ternyata buku-buku tersebut tidak 
termasuk dalam ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor; 
353/KMK.03/2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor; 
63/KMK.03/2002, maka rekomendasi ini akan ditinjau kembali. 

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kaslh. 

Kepala Pusat Perbukuan, 

~ 
LDr. Sugijanto l:f.--
1 NIP. 130 357 940U:.__ 

Tembusan: 
l. Sekretaris Jenderal Depdiknas (sebagai laporan); 
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Perbukuan Depdiknas; 
3. Kepala Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku; 
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Setempat. 
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Lampinn Surat 
Nomo< ' 136 '/- /A8.2/PT/::W08 

Tanggol ' 2 1 JUL 2008 

'::.' 

DAFfAR JUDUL BUKU YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM 
ATAS PERMINT AAN PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA 

Jml No Judul Penganlhg Ponotbltl Tahun Abstr.tk.$1 buku 
Halaman 

' Pli11e1plO$ 9f£00110mtQ,, 41h Edition Gregory N. Meokiw . Clllfl9!i9!!'leamlnJl Pe\&}afM akcnoml dengun lturllwklm •• Alila Pllt Ud 12007 
' lll!emallon«l un:uk~n peneiMIMn 

I'Mhl!.~lswa dllll'! f)lm&IIIIPIIIflf\)'4 dalam pr\talltl 

bbnHI d'l amoo !;l)UIWI\ 
2 1\(X:QUnlln!J Ptlnci¢e:t, &It! Edit~ wlll! f'tlpsiCo QMUal Repo:ort •. , Jeny J. W:G)'tloot. Oooe! E. Kklsa, Jolm\Wi:ly&S® EMru del'! da!ler aku!ansl yang ~ '" Paul o., dl<k · {Aata) Pia Ltd /2007 

!en;kah dan ~yang: d~abarltan !lee8m 

m&nyolurufl Ut!lllkmempctmUdAI1 P'!lmllhetn(ln 

mnhllllllWlll diln Dml\tl'l' >!!1tiJntirn!. 

' Fundamental MQU;Qda of malhem.Ucal Eoooomll;.ll, lith Edllioo A!phJ\ C. CfllM!t M«GI'1ffl Hm Edu~Ut:!n Sulw ~ wajlb dan da$61' !JIIIlheml!lijka " Aml:l005 
dqan kurikU!vm In~ 1.10\UII pl!flllli\ISII'! 

UnggJ vang mllmlnll =mtoh ~M dan 

i&~l'lll'lll dlbkfOM eltanoml. 

' Buslneu EsS«nlials, .5\t'! EdiUon Ebllrt Grirfln Premtee Hall/2005 Oasst dalarn mMlllernltf! blsnlll mMJ$djkan blli«< '" 
W ~al pellllrllf untuk Pllr& mahas!s'l'd!: yang 

mengambllltudydibklongnyu dii®Qkapl deogan 

I!Obl'moo lta$t.lll vntuk di!ikulll tMm . 

' lnlfod~an talnhull'lallon 5}'3!ems. {Supportinjj & T11m$(Crml;;g RaTner, Turbae, Potter Jahn W11QY& son Otlku W n'l&mb9J1IIl mahasiswad6Jnm "' BI.ISIIWM) (Atla) Pta Ud 12007 
pengo1ahen uls.t<WJ!nf<m'mr:ll khut~$(')j'IJ 

m!\i"'ajaotoo bls.nlll l,1:i~n{)llnpl denglll'l ~pn 

kn~B llawrta ~meeohlU'It'MII. 

' Timll-S~f $tnnd.ards For BUI~IlQ Types; 4th Edil!on Jo~aph d!I'Chlll!a, M. J. Croable MI::Gt'nW HHI Educallcn secara rnanyulu11.1h bi.!IW In! rnen)'8jlkao Qefbagul "~ 
Asia 12001 

tolaah bllnluk watu hUnlsn !ii!aU ems p!.lbllk y:ang 

d~QabuflQkan d!mgen k\llikulum lo!Emt!tiOlf!BI 

uni!Jk rn~l'IUTftWll khu 141!eik cr$ll9k4tr 

' S!rm;(<.Jf111 Arlal)'sis, ;) Ed Allam Kasslmull C•ngaga Laamlng Pelajluan unl\lk mahatlawa te!mrl<. stpn dengan ... 
Atila/2005 

lwril<.1.1IUm mlemat:ons! dan langknh, prosedur 

un:u~:; Mallsa dl Uap pombahaS!!n per.walennyu 

lua. ""k""" Wndar ASCE . 

QTY 

500 

500 

"" 

"' 

"' 

1~ 

" 

.t 
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Lampiran Su.rat 
Nomor ' 1.36} {AS.2/PT/200S 

Tanggal : 2 1 JUL 2008 
DAFTAR JUDUL BUKU YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM 

ATAS PERMINTAAN PT. GRAMEDIAASRI MEDIA . 

No JudUI Peru~rbltJ Tahun 

2 lw:lcunUng Prindpl!Ul, tl1h Edllkm, wllh Pop$i¢o 61m!llll RapQr\... Jeffy J. WeygsnL John Wile')' & Soo 
r'mri 0., dl!k lA~.!i) Pie Ltd f :W01 

Abstraksl buku 

lin'.Ci'nl'ltJonol unl1.!k mollUK.Iahk!!n po~:M~Iaalum 

melmt!:tw& Q'an penn~ da1am prllaku 

!lmgkl.'!h don mvtiXIel\)lil }'l!flg !lijob{lrkan&eeam 

bl111lisdil&ng!wpl det~gan beb«fflt» 

!Walu hunlan elm! Mill Jlllb:[l< )'$1'10 

I ' kutllcu!wm tnte!ro!UMa! dan langi;ah. proMK!ur 

Ufl!ul\ongll&a<fi li<JP ~~an penmo.\mmya 
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~· No Judul Pengarang Pnnarbll/ T•hun Abntraksl buku 
Jml 

QTY Hala!'Nn 
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